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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Political Connection, Sales Growth, dan
Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan
Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-
2019)” bertujuan untuk menjawab rumusan masalah terkait pengaruh political
connection, sales growth, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif
(pendekatan asosiatif) dengan data sekunder berupa financial statement dan
annual report dari 55 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 yang
diperoleh dari situs web BEI maupun situs web perusahaan yang menjadi sampel.
Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan sampel yang
diperoleh sebanyak 33 perusahaan pada tiap periode. Teknik analisis data dalam
penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan software
SPSS wversi 25 yang bertujuan untuk menguji hipotesis, menguji pengaruh
political connection, sales growth, dan kepemilikan institusional terhadap tax
avoidance secara parsial dan simultan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel political
connection dan sales growth tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance,
namun variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax
avoidance. Sedangkan secara simultan variabel political connection, sales growth
dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka diharapkan bagi pemerintah agar
lebih meningkatkan peraturan perpajakan dengan memperjelas serta memperketat
ketentuan pajak terkait grey area guna meminimalisir celah yang dilakukan
perusahaan dalam menekan kewajiban pajak yang berakibat pada tidak
tercapainya target realisasi penerimaan pajak, diharapkan bagi perusahaan agar
tidak menggunakan praktik tax avoidance dalam penekanan pajaknya, karena
praktik tersebut dapat mengurangi penerimaan negara, serta dapat membuat
reputasi perusahaan kurang baik di mata publik, yang akan berimbas pada
kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

Kata kunci: political connection, sales growth, kepemilikan institusional, dan tax
avoidance.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan komponen yang amat berarti dalam menunjang
penerimaan negara, karena pajak mempunyai andil (kontribusi) yang
cukup tinggi pada penerimaan suatu negara. Perolehan pendapatan sektor
pajak sebagai penyokong (penyumbang) tertinggi dari perolehan lainnya
dalam APBN. Selain itu pajak juga memegang peranan yang sangat
penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam penyelenggaran
pembangunan nasional. Berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat
1, Pajak ialah iuran yang harus dibayarkan oleh individu maupun entitas
pada negera, secara wajib menurut UU yang berlaku, tidak menerima
kompensasi secara langsung, yang diperuntukkan pada tujuan nasional dan
kesejahteraan rakyat'.

Pajak juga merupakan suatu keharusan atau kewajiban rakyat
terhadap negara, yang menjadi wujud keikutsertaan rakyat pada
pembangunan negara’. Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak di
Indonesia bukanlah suatu perihal yang mudah untuk diterapkan. Hal ini

dikarenakan masih terdapat hambatan yang dihadapi, yakni realisasi

' Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, “Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang,” Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 (2009): 1-11, www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_16.pdf.

2 Ida Rosa Dewinta and Putu Ery Setiawan, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan,
Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance,” E-Jurnal
Akuntansi 14, no. 3 (2016): 1584-1615.



perolehan (penerimaan) pajak di Indonesia dalam APBN tidak pernah
mencapai sasaran (target) yang telah ditentukan, meskipun pada tiap tahun
perolehan (penerimaan) pajak mengalami kenaikan®. Hal ini dapat dilihat
dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

II

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

IR Target Penerimaan Pajak (Rp Triliun) M@ Realisasi Penerimaan Pajak (Bp Triliun)

—é— 04 Capaian Penerimaan Pajak terhadap APBN —#= 0o Pertumbuhan (yoy)

Sumber: Center For Indonesia Taxation Analysis (www.cita.or.id)

Hambatan yang dihadapi tersebut disebabkan karena rendahnya
kepatuhan WP dalam melakukan pembayaran pajak serta terdapatnya
distingsi kepentingan atau keinginan antara WP badan (perusahaan)

dengan Pemerintah. Dari prespektif WP badan (perusahaan), pajak ialah

* Syeldila Sandy and Niki Lukviarman, “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax
Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur,” Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia
19, no. 2 (2015): 85-98.
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tanggungan atau beban yang mampu menurunkan pendapatan profitnya,
sehingga perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang seminimal
mungkin. Sementara itu, dari sudut pandang pemerintah, pajak ialah
sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai atau
mendanai keperluan negara, pemerintah menginginkan perolehan atau
penerimaan pajak yang besar serta berkelanjutan®. Distingsi kepentingan
atau keinginan inilah yang akan menimbulkan ketidakpatuhan WP badan,
yang akan berakibat atau berimbas dalam usahanya menjalankan tindakan
penghindaran pajak (tax avoidance).

Tax avoidance merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan secara
legal, tidak bertentangan dengan hukum undang-undang maupun
perpajakan, teknik yang dijalankan yakni dengan cara menggunakan
kelemahan-kelemahan yang termuat di dalamnya, dengan tujuan untuk
mengurangi besarnya jumlah pajak yang ditanggung®. Permasalahan tax
avoidance ialah permasalahan yang unik serta kompleks, sebab disatu
pihak praktik ini diperkenankan (tidak melampaui aturan atau hukum),
akan tetapi di pihak lain praktik pengelakan pajak ini tak diharapkan

pemerintah lantaran dapat mengurangi penerimaan negara®.

* Noriska Sitty Fadhila, “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen Dan Komite
Audit Terhadap Tax Avoidance,” E-Jurnal Akuntansi 21, no. 3 (2017): 1803-1820.

> Chairil Anwar Pohan, Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis (Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 23.

® Ida Ayu Rosa dewanti; Putu Ery Setiawan, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan,

Umur

Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax

Avoidance,” E-Jurnal Akuntansi 14, no. 3 (2016): 1584-1615.



Kasus tax avoidance menjadi fenomena umum, yang masih sering
terjadi di kalangan perusahaan. Kasus ini relatif banyak dilakukan oleh
perusahaan di Indonesia dengan mengadopsi berbagai cara atau modus
yang beragam, yakni pada tahun 2016 DJP Kementerian Keuangan
mengungkapkan sebesar dua ribu multinational corporation yang bekerja
(beroperasi) di Indonesia tidak melakukan pembayaran PPh Badan Pasal
25 dan 29 dengan menggunakan alasan merugi, perusahaan ini
menghindari pajaknya dengan memanfaatkan modus transfer pricing dan
modus pengurangan laba yang timbul akibat pembelian bahan baku yang
tak lazim serta pembayaran royalti’. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan
untuk mengakali jumlah profit atau laba perusahaan, agar pembayaran
pajaknya menjadi rendah®.

Fenomena selanjutnya adalah kasus tax avoidance yang terjadi di
PT Garuda Metalindo, yang menunjukkan bahwa jumlah hutang (bank dan
lembaga keuangan) di neraca perusahaannya semakin meningkat. Hingga
Juni 2016, nilai utang jangka pendek pada laporan keuangannya mencapai
Rp 200 miliar, yang meningkat dari Rp 48 miliar pada akhir Desember
2015. Perusahaan ini menghindari pajak dengan menggunakan modal yang
didapatkan dari pinjaman hutang. Bila pinjaman hutang yang diperoleh

tinggi, maka bunga yang ditanggung nantinya juga akan tinggi. Dimana

” Fiki Ariyanti, “Perusahaan Asing Gelapkan Pajak Selama 10 Tahun,” Liputan 6, March 28, 2016,
accessed February 2, 2021, https://m.liputan6.com/bisnis.

& 1bid.



diketahui, biaya bunga hutang dapat berperan dalam mengurangi beban
pajak.’.

Pada Tahun 2017, kasus serupa juga terjadi di perusahaan batu
bara PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan ini menghindari pajak
menggunakan modus transfer pricing yakni menjual emas hitam atau batu
bara dengan harga yang tidak lazim kepada subsidiary yang berada di
mancanegara, transfer pricing yang dilakukan diperkirakan mencapai 125
juta dollar AS atau Rp 1,75 Trilliun, sehingga pembayaran pajak
perusahaan ini menjadi rendah™.

Tak hanya itu saja, terdapat fenomena kasus tax avoidance yang
dilakukan pada objek penelitian ini, yakni pada PT Bentoel Internasional
Investama. Perusahaan ini merupakan perusahan rokok terbesar kedua
setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga Tax
Justice Network, pada tahun 2019 perusahaan tembakau milik British
American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT
Bentoel Internasional Investama dengan cara mengambil banyak utang
dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk
pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan’.

Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena

° Ainur Ainur Rokhmah, “Pengaruh Tax Avoidance Pada Kinerja Perusahaan,” AKUNTANSI:

Jurnal Akuntansi Integratif 5, no. 2 (2019): 96-108. AKUNTANSI: Jurnal Akuntansi Integratif 5,
no. 2 (2019): 96-108.

10 Danang Sugianto, “Mengenal Soal Penghindara Pajak Yang Dituduhkan Ke Adaro,” last
modified 2019, accessed February 19, 2021, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-
4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro.

*'Ni Luh Ratna Pradnya; Naniek Noviari, “Manajemen Laba, Profitabilitas Dan Kepemilikan
Keluarga Dan Tax Avoidance,” E-Jurnal Akuntansi 30, no. 6 (2020): 1382-1396.



pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit
akibatnya negara bisa menderita kerugian US$14 juta per tahun'2. Selain
itu terdapat kasus penghindaran pajak pada Perusahaan Coca Cola
Indonesia (CCI), perusahaan ini diduga melakukan pengelakan pajak
dengan modus transfer pricing yakni guna mengurangi atau meringankan
jumlah pajaknya, sehingga mengakibatkan kurang bayar pajak sebanyak
Rp 49,24 miliar. Hasil Survei DJP Kemenkeu menunjukkan bahwa terjadi
pembengkakan biaya (biaya mengalami kenaikan yang cukup signifikan).
Biaya tersebut digunakan untuk mengikanklan produk minumannya
dengan total senilai Rp 566,84 miliar. Beban biaya yang tinggi dapat
mengakibatkan pendapatan kena pajak menjadi rendah, sehingga
pembayaran pajak akan berkurang®’.

Maraknya fenomena terkait tax avoidance yang masih sering
terjadi, sehingga menimbulkan keinginan peneliti untuk mencari tau
terkait faktor-faktor yang bisa memicu aksi tax avoidance dalam suatu
perusahaan. Salah satunya yakni koneksi politik (political connection).
Pada umumnya perusahaan mempunyai banyak relasi atau koneksi di
berbagai bidang untuk menjamin kelangsungan bisnisnya, terutama dalam
hal peningkatan keuntungan. Tidak hanya di bidang bisnis atau komersial,
tetapi juga di bidang politik. Perusahaan sering menggunakan koneksi
politik untuk meraih keuntungan atas pajak, yakni dengan memanfaatkan

relasinya (kedekatannya) melalui pemerintah demi mendapatkan perlakuan

12 H

Ibid.
" Adinda Ade, “Coca-Cola Diduga Akali Setoran Pajak,” Kompas.Com, June 13, 2014, accessed
February 2, 2021, https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org.



spesial (khusus)'*. Dengan perlakuan khusus ini, perusahaan yang
memiliki koneksi politik lebih berani bekerja keras dalam menurunkan
kewajiban pajaknya, sebab risiko untuk diselidiki (diperiksa) akan
berkurang, terlebih tidak akan diinspeksi oleh institusi pengawas atau
pemeriksa pajak™. Inilah alasan mengapa perusahaan cenderung
mengadopsi langkah-langkah penghindaran pajak.

Pemilihan variabel political connection didasari oleh pernyataan
Ahmad Fajri yang mengungkapkan bahwa terdapat korporasi di Indonesia
pada tahun 2017 yang melakukan praktik tax avoidance yakni pada PT.
Adaro Energy, fenomena tersebut menunjang bahwa hubungan politik
merupakan salah satu wujud usaha penghindaran pajak. Dimana di dalam
PT. Adaro Energy terdapat aktivis politik yang menjadi salah satu
shareholders di dalam perusahaan dan berperan dalam kubu politik
menjadi wakil dewan penyelenggara partai gerindra ialah aktivis nasional
Sandiaga Uno*. Bukti (fakta) empiris tersebut cukup memperlihatkan
bahwasanya koneksi politik masih berkaitan pada perusahaan di Indonesia.
Koneksi politik dianggap sebagai sumber daya yang bernilai penting bagi

perusahaan besar dan perusahaan milik negara.

" Pande Putu Biantari; Ni Ketut Lely Aryani, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas,
Koneksi Politik Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Tax Avoidance,” E-
Jurnal Akuntansi 26, no. 3 (2019): 1992-2019.

31 Mulyani; Darminto, “Pengaruh Karakterisik Perusahaan, Koneksi Politik Dan Reformasi
PerpajakanTerhadap Penghindaran Pajak,” Jurnal Mahasiswa Perpajakan 2, no. 1 (2014): 1-9.

16 Ahmad Fajri, “Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016 -2018),” Accounting
Department, Faculty of Economics and Business Brawijaya University (2019): 1-18.



Dengan adanya koneksi politik, perusahaan mempunyai prospek
bisnis yang lebih tinggi, sebab koneksi politik bisa memberikan berbagai
keuntungan atau manfaat bagi Kinerja perusahaan, seperti pemeriksaan
pajak rendah, kekuatan pasar, akses yang mudah dalam mendapatkan
pinjaman modal, akses yang mudah dalam mendapatkan perizinan, akses
pada kebijakan pemerintah serta akses dalam mendapatkan project-
project’’. Hubungan politik yang dimiliki industri memberikan pelumas
dalam menggapai target (tujuan) dan perkembangan industri, sehingga
industri akan giat dalam memupuk hubungan politik. Sebagaimana
penelitian yang dilakukan oleh Yopi & Amrie (2016) menunjukkan bahwa
political connection memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax
avoidance®.

Selanjutnya faktor lain yang dapat memicu tindakan penghindaran
pajak ialah sales growth. Pertumbuhan penjualan merupakan kenaikan
kuantitas (total) penjualan dalam suatu perusahaan pada tiap tahun.
Perusahaan dengan kuantitas penjualan yang melonjak akan menyebabkan
peningkatan pada laba yang diperolen™. Variabel sales growth dipilih
sebab variabel ini merupakan salah satu indikator yang dapat memastikan

pertumbuhan atau kemajuan suatu perusahaan dan juga sebagai salah satu

' Mara Faccio, “Politically Connected Firms,” The American Economic Review 96, no. 1 (2006):
369-386.

'® Yopi Ferdiawan and Amrie Firmansyah, “Pengaruh Political Connection, Foreign Activity , Dan
Real Earnings Terhadap Tax Avoidance,” Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan 5, no. 3 (2017):
1601-1624.

'® Shinta Meilina Purwanti; Listya Sugiyarti, “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan
Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance,” Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan
5, no. 3 (2017): 1625-1642.



pertimbangan investor sebelum berinvestasi atau menanamkan modalnya,
karena mereka ingin melihat apakah penjualan dan demand produk
perusahaan terus mengalami peningkatan. Apabila sales growth mampu
menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi pada tiap tahunnya, maka
profit yang diperoleh akan semakin tinggi dengan begitu perusahaan akan
mendapat sorotan dari bebagai pihak eksternal. Oleh karena itu,
perusahaan yang bersangkutan harus memiliki strategi tepat sasaran guna
memikat konsumen (pelanggan), agar dapat memperoleh kepercayaan
yang penuh, dan memimpin pasar. Jika perusahaan memperoleh profit
(laba) yang besar, maka semakin besar pula beban pajak yang akan
ditanggung. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Juan dan lda
(2019) yang menyatakan bahwa sales growth dan ROA mempunyai
pengaruh signifikan pada tindakan tax avoidance®. Inilah alasan mengapa
perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional merupakan faktor lainnya yang dapat
memicu suatu perusahaan dalam melakukan pengelakan pajak. Mengingat
aksi tax avoidance cukup banyak dilakukan pada perusahaan di Indonesia
dan sangatlah merugikan pemerintah sebab perusahaan tersebut tidak
menyetorkan pajaknya berdasarkan fakta yang terjadi dalam kegiatan
perusahaan, sehingga penerapan tata kelola perusahaan yang baik disini

sangatlah diperlukan. Hal ini bertujuan guna menekan aksi penghindaran

%% Jjuan Nathanael dan Ida Bagus, “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEL,” Jurnal Bisnis dan Akuntansi 21, no. 1a-2 (2019):

121-130
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pajak yang dilakukan. Salah satunya yakni melalui kepemilikan
institusional.

Kepemilikan institusional ialah proporsi shareholding yang
dipegang oleh institusi. Dalam suatu perusahaan kepemilikan institusional
sangat berperan dalam mengawasi, mengendalikan dan menertibkan
manajer, sebab berdasarkan besarnya presentase kepemilikan dan hak
suara yang dipunyai, institusi tersebut dapat mendesak manajer guna
menyingkirkan atau menjauhi kemungkinan manajer untuk berperilaku
opportunistic serta menekan terjadinya tindakan pengindaran pajak yang
dapat dilakukan®*. Variabel ini di ambil karena dengan adanya
kepemilikan institusional mampu mengurangi masalah agensi yang terjadi
di dalam suatu industri, serta akan menciptakan pengendalian yang Kkian
efektif dan optimal yang menjamin kesejahteraan shareholder®.
Sebagaimana riset yang dilakukan oleh Amila Dyan (2016) juga
membuktikan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh
signifikan pada tindakan tax avoidance.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam antara satu
sama lain terkait dengan tindakan tax avoidance. Hal tersebut dapat dilihat
dari riset yang dilakukan oleh I Made & Putu Ery (2017) menyampaikan

bahwa institutional ownership berpengaruh terhadap tax avoidance, dan

! Isykarima Khaleda Zia and Dudi Pratomo Kurnia, “Kepemilikan Institusional Dan
Multinationality Dengan Firm Size Dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Tax
Avoidance,” Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer 10, no. 2 (2018): 67-73.

> Komang Subagiastra, | Putu Edy Arizona, and | Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra,
“Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan GCG Terhadap Penghindaran Pajak (Studi
Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia),” Jurnal limiah Akuntansi 1, no. 2 (2017):
167-193.
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ada penambahan variabel leverage yang juga memiliki pengaruh®. Hasil
riset tersebut juga didukung oleh riset yang dilakukan oleh Merslythalia &
Mienati (2016) yang menunjukkan bahwasanya kepemilikan institusional
memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak**. Akan tetapi hasil
tersebut berbanding terbalik dengan riset yang dilaksanakan oleh Azizah
Zahirah (2017) yang mengemukakan kepemilikan institusional tidak
memiliki pengaruh terhadap tax avoidance®. Sementara itu, hasil riset
yang dilakukan oleh Shinta Meilina & Listya (2017) mengungkapkan
bahwasanya sales growth, fixed asset intensity mempunyai pengaruh yang
signifikan pada tindakan pengelakan pajak, dan political connection tidak
memiliki pengaruh®. Hal tersebut juga sejalan dengan riset yang
dilaksanakan oleh Juan & Ida (2019) yang mengatakan bahwasanya sales
growth mempunyai pengaruh pada tindakan pengelakan pajak dengan
penambahan variabel ROA yang juga berpengaruh®. Hasil riset yang
dijalankan oleh Pande dan Ni Ketut (2019) senada dengan hasil riset yang
dilakukan oleh Shinta & Listya (2017) yang menyebutkan bahwasanya

koneksi politik dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada tax

2 I Made Agus; Putu Ery Setiawan, “Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan
Institusional, Profitabilitas Dan Leverge Terhadap Tax Avoidance,” E-Jurnal Akuntansi 18, no. 3
(2017): 1831-1859.

** Retta Merslythalia and Mienati Somya Lasmana, “Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran
Perusahaan, Komisaris Independen, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance,”
Jurnal lImiah Akuntansi dan Bisnis 11, no. 2 (2016): 117-123.

> Azizah Zahirah, “Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan
Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak,” Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi
4,no. 1 (2017): 3543-3556.

2 Sugiyarti, ‘“Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik
Terhadap Tax Avoidance.” Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 5, no. 3 (2017): 1625-1642

%’ Juan Nathanael dan Ida Bagus, “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEL,” Jurnal Bisnis dan Akuntansi 21, no. 1a-2 (2019):
121-130
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avoidance®. Akan tetapi hasil riset tersebut berbanding terbalik atas riset
yang dijalankan oleh Ni Kadek & Ni Luh (2017)* dan Yopi & Amrie
(2016)*° yang membuktikan bahwa political connection memiliki
pengaruh yang signifikan pada aktivitas pengelakan pajak. Beragam
perbedaan hasil riset terhadap tax avoidance tersebut menjadikan
pembahasan tax avoidance menarik untuk diteliti.

Objek penelitian ini mengambil perusahaan manufaktur yang
bergerak di sektor industri barang konsumsi (consumer goods), karena
sektor ini notebene menjual kebutuhan dasar yang dibutuhkan sehari-hari
oleh konsumen, mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang cukup
baik. Growth perusahaan ini lebih unggul dibandingkan perusahaan
manufaktur sektor lainnya yakni sebesar 18%, sedangkan growth
perusahaan sektor industri dasar dan kimia sebesar 8,8%, serta perusahaan
sektor aneka industri sebesar 5,4%%. Hal inilah yang menjadikan
kontribusi pajak pada sector consumer goods mengalami peningkatan
yang begitu cepat atau pesat, sehingga membuat sektor ini menjadi sektor
penyokong pajak terbesar di sektor perusahaan manufaktur, serta terdapat
kasus tax avoidance yang terjadi pada sektor ini yang telah dijelaskan

sebelumnya oleh peneliti. Tak hanya itu saja, penelitian ini juga dimotivasi

?® Pande Putu Biantari; Ni Ketut Lely Aryani, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas,
Koneksi Politik Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Tax Avoidance,” E-
Jurnal Akuntansi 26, no. 3 (2019): 1992-2019.

?* Ni Kadek Yuliani Utari; Ni Luh, “Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Koneksi
Politik Pada Tax Avoidance,” E-Jurnal Akuntansi 18, no. 3 (2017): 2202-2230.

*® Ferdiawan and Firmansyah, “Pengaruh Political Connection , Foreign Activity , Dan Real
Earnings Terhadap Tax Avoidance.”

3 “No Title,” www.idx.co.id.
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karena peneliti ingin mengetahui apakah perusahaan manufaktur yang
bergerak di sektor ini melakukan tindakan tax avoidance atau tidak,
dimana perusahaan ini diketahui memiliki pangsa pasar yang cukup besar,
yang memungkinkan keuntungan (laba) yang diperoleh akan begitu tinggi,
sehingga beban pajak yang akan disetorkan oleh perusahaan juga semakin
besar atau dalam artian sangat rentan dalam memanipulasi labanya.

Selain itu, peneliti memilih perusahaan manufaktur tahun 2017-
2019 dilatar belakangi karena berdasarkan laporan International Monetery
Fund (IMF) pada tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat ke-11
negara terbesar dari tiga puluh negara yang melakukan penghindaran
pajak, yang diperkirakan sebanyak 6,48 miliar dollar AS pajak yang tak
dibayarkan perusahaan pada negara®. Hal inilah yang menyatakan
bahwasanya tindakan tax avoidance yang berada di Indonesia sangatlah
tinggi. Pada tahun tersebut juga ditemukannya kasus penghindaran pajak
yang terjadi pada perusahaan Kalbe Farma, yakni diterbitkannya SKPKB
perusahaan Kalbe Farma oleh DJP, sehingga perusahaan ini diindikasikan
melaksanakan aksi tax avoidance (berusaha dalam meminimalkan pajak
yang disetorkan), perusahaan ini memperoleh surat ketetapan kekurangan
pembayaran pajak senilai Rp 527,85 miliar atas PPh dan PPN pada tahun
fiskal 2016*. Pada tahun 2019, juga didapatkan bahwa penerimaan pajak

pada industri manufaktur turun hingga 16,2%, padahal sektor ini

> Ni Luh Ratna Pradnya; Naniek Noviari, “Manajemen Laba, Profitabilitas Dan Kepemilikan
Keluarga Dan Tax Avoidance.” E-Jurnal Akuntansi 30, no. 6 (2020): 1382-1396.
33 -

Ibid.
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berkontribusi sebesar 20,8% dari penerimaan pajak®*. Dari pemaparan

uraian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik dalam mengkaji

atau meneliti mengenai Pengaruh Political Connection, Sales Growth dan

Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat

digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah variabel political connection berpengaruh signifikan terhadap
tax avoidance?

2. Apakah variabel sales growth berpengaruh signifikan terhadap tax
avoidance ?

3. Apakah variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan
terhadap tax avoidance?

4. Apakah variabel political connection, sales growth, dan kepemilikan
institusional berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dapat digunakan

dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah variabel political connection berpengaruh

signifikan terhadap tax avoidance.

¥ Khomarul Hidayat, “Januari 2019, Penerimaan Pajak Industri Manufaktur Turun 16,2%,”
Nasional.Kontan, last modified 2019, accessed July 28, 2021,
https://nasional.kontan.co.id/news/januari-2019-penerimaan-pajak-industri-manufaktur-turun-162.
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2. Untuk mengetahui apakah variabel sales growth berpengaruh
signifikan terhadap tax avoidance.

3. Untuk mengetahui apakah variabel kepemilikan institusional
berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

4. Untuk mengetahui apakah variabel political connection, sales growth,
dan kepemilikan institusional berpengaruh secara simultan terhadap
tax avoidance.

D. Kegunaan Hasil Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Sebagai wadah informasi, yang dapat memberikan kontribusi pada
penelitian selanjutnya dengan tema yang sama, terutama yang
berkaitan dengan political connection, sales growth, dan kepemilikan
institusional terhadap tax avoidance.
2. Kegunaan Praktis
a. Bagi perusahaan, dapat memberikan masukan serta kesadaran pada
perusahaan agar dapat meningkatkan kinerjanya dan kepatuhannya
terhadap aturan hukum yang berlaku yakni dengan membayar
pajak sesuai dengan ketentuan.

b. Bagi pemerintah, dapat memberikan masukan agar pemerintah
lebih meningkatkan peraturan perpajakan, dengan merumuskan
peraturan yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya tindakan tax

avoidance.
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BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
Pengelompokkan berbagai relevant theory yang dapat dijadikan
sebagai bahan pedoman atau landasan dalam suatu penelitian. Adapun
landasan teori yang ada di dalam penelitian ini adalah:
1. Teori Agensi (Agency Theory)

Konsep yang menerangkan mengenai hubungan kontrak kerja
antara principal (pemilik perusahaan) dan agent (manager). Yang
mana principal mempekerjakan manajer untuk melakukan tugas sesuai
kepentingan principal berdasarkan dengan kontrak kerja yang
disepakati, termasuk pendelegasian otoritas dalam pengambilan
keputusan®. Principal memberikan kewenangan pada agent untuk
mengoperasikan atau mengelola perusahaan agar membuahkan Kinerja
dan return yang baik. Adanya pemisahan antara owner dan company
manager, hal ini dapat menimbulkan masalah agensi (agensy problem),
yakni adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak
sesuai dengan keinginan maupun kepentingan principal®®. Agensy
problem ini disebabkan karena adanya asimetri informasi yang

dipunyai oleh kedua belah pihak dan perbedaan kepentingan atau

*Jensen dan Meckling, “The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agensy Cost, and
Ownership Structure,” Journal of financial and economics 3 (1976): 305-360.
36 |h;

Ibid.
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keinginan®’. Asimetri informasi ini terjadi karena principal tidak
memiliki informasi yang cukup mengenai Kinerja agent dan
ketidakmampuan principal dalam memantau seluruh aktivitas
perusahaan. Sebaliknya agent (manager) sebagai pengelola perusahaan
memiliki informasi yang lebih banyak perihal aktivitas perusahaan
secara menyeluruh, seperti posisi finansial dan hasil operasi dari
perusahaan. Dengan cara ini, manager dapat mengambil tindakan
oportunistik dengan merekayasa atau memanipulasi laporan keuangan
agar kinerja perusahaan terlihat baik*. Hal inilah yang memicu adanya
perbedaan atau ketidaksesuaian antara kondisi sebenarnya dengan
kondisi yang diharapkan. Pihak principal mengharapkan pembagian
profit yang begitu besar dan sesuai keadaan aktualnya, sedangkan
pihak agent (manager) mengharapkan pembagian insentif (bonus)
sebesar-besarnya karena telah bekerja dengan baik dalam
mengoperasikan aktivitas perusahaan. Pihak principal tak menyukai
harapan atau kepentingan agent tersebut, sebab dapat menyebabkan
biaya perusahaan meningkat, sehingga mengurangi keuntungan (laba)
perusahaan.

Secara garis besar, teori keagenan atau teori agensi ini
mengasumsikan bahwa tiap-tiap pihak bertindak atas kepentingan
dirinya sendiri sehingga bisa memicu atau menyebabkan permasalahan

agensi antara principal dan agent. Konflik agensi ini disebabkan

37 Messier et al, Jasa Audit Dan Assurance : Pendekatan Sistematis, 8th ed. (Jakarta: Salemba
Empat, 2014), 6.
* |bid.
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adanya asimetri diantara kedua belah pihak. Sehinga terdapat distingsi
kepentingan antara shareholdes dengan manager dan manager entitas
dengan fiskus (otoritas pajak). Dimana manager (agent) sebagai
pengelola entitas memiliki informasi yang lebih banyak mengenai
Kinerja entitas dibandingkan shareholders, adanya informasi ini akan
memotivasi (mendorong) manager untuk menyembunyikan atau
menutup-nutupi informasi terkait entitas atau industri, sehingga tidak
menutup kemungkinan manager untuk bertindak oportunistik dan
mengabaikan kepentingan shareholders yakni dengan merekayasa
financial statements agar kinerja entitas terlihat baik. Dalam hal ini
distingsi kepentingan antara shareholders dan manager, ialah
shareholders (principal) mengharapkan pembagian profit yang begitu
besar dan sesuai keadaan aktualnya, sementara itu manager (agent)
mengharapkan pembagian insentif atau komisi yang sebesar-besarnya
karena telah bekerja dengan baik.

Dalam aktivitas penghindaran pajak, otoritas pajak (fiskus)
bertindak sebagai principal dan wajib pajak entitas (manager)
bertindak sebagai agent. Dari perspektif otoritas pajak (fiskus), pajak
ialah salah satu sumber penerimaan negara yang potensial, dimana
dapat meningkatkan atau menambah penerimaan pendapatan dalam

suatu negara. Sedangkan dari sudut pandang entitas atau industri, pajak
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ialah beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup entitas®.
Sebagai principal, fiskus ingin mendapatkan penerimaan pajak
sebanyak-banyaknya, sedangkan pihak manager sebagai pengelola
entitas (agent) mempunyai pandangan bahwasanya entitas harus
memperoleh keuntungan yang besar dengan pembayaran pajak yang
seminimal mungkin, sebab manager disini memili keinginan atau
tujuan untuk mendapatkan insentif yang sebesar-besarnya, serta
manager berusaha dalam meningkatkan nilai entitas agar Kinerja
manager dianggap telah tercapai (berhasil) dalam mengoperasikan atau
mengendalikan entitas.”® Dari perbedaan keinginan atau kepentingan
itulah  berdasarkan teori agensi akan menimbulkan adanya
ketidakpatuhan wajib pajak badan (entitas) yang akan berakibat dalam
upayanya menjalankan tindakan penghindaran pajak.
2. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori ini dicetuskan oleh Tyler (1990) yang menerangkan suatu
keadaan dimana seseorang taat, patuh atau disiplin pada perintah atau
ketentuan hukum yang berlaku. Terdapat dua sudut pandang prinsip
kepatuhan hukum, yakni sudut pandang instrumental yang berarti individu
dengan keperluan atau keinginan pribadi dan persepsi pada perubahan
yang berkaitan dengan tingkah laku, keterikatan instrumental dengan

legitimasi bermakna taat pada aturan hukum sebab otoritas pencipta

** Yopi Ferdiawan dan Amrie Firmansyah, “Pengaruh Political Connection , Foreign Activity ,
Dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance,” Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan
5, no. 3 (2017): 1601-1624.

“ Ibid.
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hukum yang mempunyai hak untuk mengatur tingkah laku; sementara itu
perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan
kepentingan pribadi, komitmen normatif melalui moralitas personal
berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan®.
Kepatuhan wajib pajak berarti wajib pajak secara sukarela
memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus memberikan kontribusi
(partisipasi) bagi pembangunan nasional. Mengingat sistem perpajakan
Indonesia menggunakan sistem self asessment, sehingga kepatuhan
WP disini menjadi aspek yang sangat berarti. Compliance theory ini
dapat mendorong seseorang untuk lebih menaati (mematuhi) peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sama halnya dengan entitas atau
industri yang berupaya dalam menyampaikan laporan keuangannya,
dimana financial statements tersebut sangat bermanfaat bagi para
pengguna financial statements atau shareholder, dengan adanya
peninjauan terhadap manajemen sebagai pengelola entitas serta
pengendalian internal pada entitas, problem yang berhubungan dengan
kebijakan keuangan dan segala perilaku yang menyimpang terkait
dengan financial statements entitas dapat dicegah*. Pandangan inilah
yang memicu pihak manajemen entitas sebagai wajib pajak akan lebih

waspada dalam meminimalisir pembayaran pajak, sehingga hal ini

* Tyler T.R, Why People Obey The Law (New Haven, CT: Yale University Press).

2 Puspita Rani, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, Dan Komisaris
Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar
Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016,” Jurnal Akuntansi dan Keuangan 6, no. 2 (2017):
221-241, https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/akeu/article/view/420.
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dapat memungkinkan manajemen untuk mematuhi kaidah (aturan)
hukum yang berlaku®.
3. Pajak

Pajak ialah sumber penerimaan negara potensial yang memberikan
kontribusi besar. Berdasarkan UU No0.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1,
pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan pada negara oleh
individu maupun entitas (badan) yang diwajibkan menurut hukum,
tiada menerima kompensasi secara langsung, yang diperuntukkan pada
tujuan nasional dan kesejahteraan rakyat*’. Menurut Prof. Dr. Rochmat
Soemitro, S.H., pajak merupakan iuran warga negara pada kas negara
yang bersifat memaksa berlandaskan pada hukum yang berlaku
dengan konsekuesi tidak memperoleh imbalan yang semerta-merta bisa
ditujukan, serta diperuntukkan untuk mendanai pengeluaran publik
(keperluan negara yang bermanfaat bagi masyarakat)®.

Menurut Dwi Januari dan Suardhika, pajak ialah suatu iuran yang
dibayarkan pada negara secara wajib oleh WP individu maupun entitas
yang bersifat memaksa tanpa memperoleh imbalan langsung, yang
berguna untuk kesejahteraan rakyat*®. Sedangkan menurut Putri &

Lestari, pajak yakni suatu kewajiban keuangan (financial) WP pribadi

* Setiawan, “Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas
Dan Leverge Terhadap Tax Avoidance.”

* Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, “Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.”

* Tony Masyahrul, “Pengantar Perpajakan” (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 2.

** Desak Made Dwi Januari dan I Made Sadha Suardikha, “Pengaruh Corporate Social
Responsibility, Sales Growth, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance,” E-Jurnal Akuntansi
27 (2019): 1653.
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maupun badan atau entitas yang dikenakan oleh negara guna
membiayai pengeluaran rakyat®’.

Adapun ayat Al-Quran yang bisa dikaitkan dengan pajak yakni
Surat At-Taubah ayat 29.

L 03a5a3 W3 oa¥) asalls W5 AL G3hes ¥ il 1 shas
15550 0l Ge Goa) s O3 W Al a5a
cO30 ke b5 5 be Asall skl s il

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah
dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak
mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan
tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-
orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka
membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan
tunduk“®,

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki
kewajiban untuk berbuat kebaikan bagi sesama dan juga bagi negara,
seperti kewajiban dan kepatuhan dalam membayar zakat maupun
pajak, hal tersebut akan membantu pemerintah dalam membangun
negara agar lebih maju. Selain itu, kepatuhan dalam membayar zakat

maupun pajak akan mendukung kesejahteraan orang-orang yang

” 1.G.AM Asri Dwija Putri, Gusti Ayu Widya Lestari, “Pengaruh Corporate Goveranance,
Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak,” E-Jurnal Akuntansi 18, no. 3
(2017): 2028-2054.

8 “No Title,” https://tafsirg.com/9-at-taubah/ayat-29.
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memiliki keterbatasan dalam hal perekonomian, transportasi, maupun
sarana infrastruktur dan suprastruktur®.
Tax Planning

Tax planning ialah tahap atau strategi awal dalam mengelola
(manajemen) pajak, pada tahap ini dilaksanakan pengumpulan serta
riset tentang aturan dalam perpajakan, tujuannya yakni untuk memilih
aksi penghematan pajak yang akan dijalankan oleh entitas atau
industri®. Perencanaan pajak biasanya merujuk pada mekansisme
rekayasa transaksi bisnis WP, dengan tujuan untuk meminimalkan
beban pajaknya, namun masih dalam koridor undang-undang
perpajakan>'. Sedangkan menurut Zain, tax planning ialah kegiatan
strukturalisasi yang terpaut pada konsekuensi kemampuan pajak yang
bertujuan dalam mengefisiensikan besaran pajak tanpa melaksanakan
tax evasion. Tax planning disini disetarakan dengan tax avoidance
sebab secara prinsip ekonomis keduanya mempunyai tujuan yang
serupa Yyakni meminimalisir jumlah pajak serta berupaya dalam

mengoptimalkan income after tax>>.

* Ibid.

**Trisni Suryani dan Tarmudji Tarsis, Pajak Di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
>! Pohan, Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis.
*> Mohammad Zain, Manajemen Perpajakan (Jakarta: Salemba Empat, 2007).
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Terdapat 3 modus yang umumnya digunakan WP dalam
meminimalkan atau menekan jumlah kewajiban pajaknya,

diantaranya:

a) Tax avoidance, yakni usaha mengefisiensikan kewajiban pajak
yang dijalankan secara legal serta aman bagi WP, sebab tidak
berlawanan dengan aturan perpajakan, dimana teknik yang
digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang
termuat di dalamnya™.

b) Tax evasion, yakni usaha penghindaran pajak yang dilaksanakan
secara ilegal dengan menutup-nutupi kondisi yang sesungguhnya
(aktual). Usaha penghindaran pajak ini tidak aman untuk
dijalankan WP, sebab metode yang di pakai tidak terdapat dalam
koridor undang-undang serta peraturan perpajakan. Sehingga bila
modus atau metode ini dipakai, maka akan menyebabkan risiko
yang besar dan dapat berpotensi dikenai sanksi pelanggaran
hukum, contohnya seperti fictitious charge, document forgery,
fictitious tax invoice, double bookkeeping, dan sebagainya®.

¢) Tax saving, yakni usaha memperkecil jumlah hutang pajak yang
tidak termasuk dalam ruang lingkup perpajakan, upaya wajib pajak
dalam mengelak utang pajaknya yakni dengan tidak membeli

produk-produk yang terdapat PPN-nya, atau dengan sengaja

>3 Pohan, Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis.

** Ibid.
> |bid.
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mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang bisa dikerjakannya,

sehingga penghasilannya menjadi lebih kecil, dan terbebas dari

pengenaan pajak yang tinggi.
5. Tax Avoidance

Menurut Balter, tax avoidance ialah suatu upaya yang dijalankan
oleh WP dengan tidak melampaui kaidah peraturan perundang-
undangan maupun perpajakan, dimana tax avoidance itu sendiri
merupakan bagian dari tax planning untuk mengurangi atau
meringankan jumlah pembayaran pajak perusahaan. Menurut
Hutagaol, tax avoidance merupakan upaya mengurangi kewajiban
pajak perusahaan (jumlah pajak terutang) yang masih dalam ketentuan
undang-undang perpajakan>®.

Menurut Faizah dan Adhivinna, tax avoidance ialah suatu taktik
atau strategi untuk mengurangi beban pajak, yang dilaksanakan secara
legal yakni melalui atau menggunakan celah grey area peraturan
perundang-undangan yang berlaku®’. Sedangkan menurut Pohan, tax
avoidance ialah upaya pengelakan pajak yang aman bagi WP, yakni
tak bertentangan pada kaidah hukum (legal). Teknik yang dipakai oleh
para wajib pajak, yakni cenderung memanfaatkan kelemahan yang
termuat pada kaidah hukum itu sendiri guna meminimalkan besarnya

pajak yang dibayarkan®. Sementara itu, menurut Adisamartha dan

*¢ John Hutagaol, Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer (Yogyakarta: Graha limu, 2007).

*” Vidya Vitta Adhivinna, “Pengaruh Roa, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran
Perusahaan Terhadap Tax Avoidance,” Jurnal Akuntansi 5, no. 2 (2017): 136-145.

*® pohan, Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis.
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Noviari, tax avoidance ialah suatu tindakan untuk meraup keuntungan
dari kaidah hukum yang berlaku, guna mengurangi beban pajak suatu
perusahaan®. Hal ini merupakan salah satu strategi manajemen
perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan.

Grey area dalam tax avoidance merupakan suatu keadaan atau
transaksi yang dicurigai atau diindikasikan akan terekspos dalam
peraturan perpajakan, akan tetapi tidak terdapat peraturan yang berlaku
saat ini yang diterapkan pada hal tersebut. Celah grey area yang kerap
kali dimanfaatkan oleh entitas atau industri dalam memperoleh
optimalisasi income after tax, yakni celah grey area tentang transaksi
yang terkait dengan bonus pekerja yang dikalkulasi dari profit tahun
sebelumnya, dari pendayagunaan celah tersebut entitas atau industri
akan diuntungkan yakni terbebas dari koreksi fiskal positif pada biaya
pembagian komisi pegawai atas pencapaian kinerja yang tercatat dalam
financial statement entitas®.

Adapaun metode yang dapat dilakukan perusahaan dalam
menjalankan aksi pengelakan pajak yakni®: mengalihkan subjek pajak
atau objek pajak ke daerah-daerah yang memberikan perlakuan pajak
khusus atau kelonggaran pajak (tax haven country) atas suatu bentuk

penghasilan. Aktivitas tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan

*® Nanick Adisamartha, Ida Bagus ; Noviari, “Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan
Dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan,” E-Jurnal Akuntansi 13,
no. 3 (2015): 973-1000.

% Aris Nur Yanuar Lazuardi, “Implementasi Tax Planning Melalui Pemanfaatan Grey Area
Perpajakan Untuk Penghematan PPh Terutang,” Jurnal EKBIS XIX, no. 2 (2018): 1157-1171.

*! Prakosa Bambang, “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga Dan Corporate Governance
Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia,” Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVII (2014).
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dapat mengakibatkan risiko, yakni buruknya reputasi perusahaan di
mata publik, sehingga dapat berimbas pada kontinuitas perusahaan
dalam jangka lama.

Adapun hadits yang bisa dikaitkan dengan tindakan tax avoidance
yakni hadits qudsi. Di dalam hadits qudsi, Allah berfirman bahwa
“Sesungguhnya Aku (Allah) ialah pihak ketiga dari dua orang yang
berserikat selagi salah satu dari keduanya tidak mengkhianati
saudaranya. Namun, bila salah satunya berkhianat, maka Aku keluar
dari keduanya”. (HR.Abu Dawud, Baihaqy, dan Al-Daraquthny).
Berdasarkan hadits tersebut mengindar dari keikutsertaan dalam
pembayaran pajak atau melakukan pengaturan agar terhindar dari
kewajiban membayar pajak serta pengurangannya (tax avoidance)
merupakan bagian dari perilaku khianat terhadap kesepakatan bersama
(syirkah) yang sangat dicela oleh syariat karena merupakan bagian dari
tanda-tanda kemunafikan, dan Allah SWT telah menyampaikan
ancaman tentang ketidakberkahan kehidupan orang munafik
sebagaimana yang dapat dipahami dari hadits qudsi di atas®.

6. Political Connection

Koneksi politik ialah suatu keadaan dimana terdapat ikatan atau

relasi antara pihak tertentu dan pihak yang mengantongi keperluan

dalam bidang politik yang berguna dalam menggapai maksud tertentu,

82 Muhammad Syamsudin, “Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dalam Perspektif Hukum
Islam,”  BincangSyariah.Com, last modified 2020, accessed July 27, 2021,
https://bincangsyariah.com/kalam/penghindaran-pajak-tax-avoidance-dalam-perspektif-hukum-
islam/.
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yakni menguntungkan antara kedua belah pihak®. Perusahaan yang
berkoneksi politik yakni perusahaan yang mempunyai hubungan atau
ikatan dekat dengan pemerintah maupun politikus/politisi. Perusahaan
yang sangat erat hubungannya dengan pemerintah dapat diartikan
sebagai perusahaan milik pemerintah, seperti BUMN. Sedangkan
politikus/politisi disini, dapat diartikan dengan tokoh politik terkemuka
yang merupakan anggota atau mantan anggota dewan di pemerintahan
pusat maupun militer®.

Menurut Faccio, suatu industri atau perusahaan dinyatakan
mempunyai hubungan politik yakni jika salah satu shareholder yang
besar, sedikitnya mempunyai 10% hak suara (berdasarkan pada
kuantitas saham yang dipunyai) merupakan anggota parlemen, menteri,
pejabat pemerintah maupun militer atau yang berkaitan dengan
politik®. Menurut Adhikari, koneksi politik pada suatu perusahaan
dapat diketahui dari terdapatnya kepemilikan langsung oleh
pemerintah atau tidak®®. Sedangkan menurut Hardianti, kriteria koneksi
politik yaitu pemilik perusahaan merupakan politisi yang berafiliasi

dengan parpol maupun pejabat pemerintah®.

6 Sugiyarti, “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik
Terhadap Tax Avoidance.”

* Ni Kadek dan Yuliani Utari, “Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Koneksi
Politik Pada Tax Avoidance,” E-Jurnal Akuntansi 18, no. 3 (2017): 2202-2230.

* Faccio, “Politically Connected Firms.”

% Adhikari, et al , “Public Policy, Political Connections, and Effective Rate Rates: Longitudinal
Evidence from Malaysia,” Journal Accounting Public Policy 25 (2006): 554-595.

*” Eka Puji Hardianti, “Analisis Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Mempunyai
Koneksi Politik,” Jurnal Akuntansi 3, no. 1 (2014): 1-25.
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Koneksi politik yang dipunyai oleh suatu industri atau perusahaan,
dapat memberikan perlakuan istimewa, seperti akses yang mudah
dalam mendapatkan pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak yang
rendah. Menurut riset yang dilakukan oleh Asri dan Lestari (2017)
menyatakan bahwasanya suatu perusahaan tidak memiliki rasa takut
sedikitpun dalam menjalankan aksi tax planning, lantaran perusahaan
mendapatkan proteksi dari pemerintah (pemeriksaan pajak yang
rendah)®®. Riset yang dilakukan oleh Sun Jianfu (2016) juga
menyatakan hal yang sama, bahwa industri (perusahaan) dengan
koneksi politik lebih memungkinkan atau cenderung menghindari
pajak daripada industri (perusahaan) tanpa koneksi politik®. Pasalnya,
perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapat perlakuan
khusus, salah satunya adalah pemeriksaan pajak yang rendah, hal
inilah yang membuat perusahaan semakin agresif berupaya menekan
jumlah pajak yang hendak dibayar”.

7. Sales Growth

Pertumbuhan penjualan menggambarkan keberhasilan investasi di
masa silam, yang digunakan sebagai ramalan pertumbuhan dan
perkembangan di masa depan serta dapat menunjukan kapabilitas

entitas atau industri dari tiap waktu. Bila suatu industri mengalami

% Lestari dan 1.G.A.M Asi, “Pengaruh Corporate Goveranance, Koneksi Politik, Dan Leverage
Terhadap Penghindaran Pajak.” E-Jurnal Akuntansi 18, no.3 (2017): 2028-2054.

% Yudha Aryo Sudibyo dan Sun Jianfu, “Political Connections, State Owned Enterprises and Tax
Avoidance: An Evidence from Indonesia,” Corporate Ownership and Control 13, no. 3continued2
(2016): 279-283.

0 Sugiyarti, ‘“Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik
Terhadap Tax Avoidance.” Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 5, no.3 (2017): 1625-1642.
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peningkatan pada penjualannya, maka dapat dikatakan industri tersebut
berhasil dalam mengoperasikan strateginya atau dalam artian semakin
baik dalam menjalankan operasional industrinya. Pertumbuhan
penjualan juga bisa didefinisikan sebagai peningkatan kuantitas
penjualan dari tahun ke tahun yang disebabkan lantaran adanya
pembelian barang oleh konsumen’*. Pertumbuhan penjualan yang
tinggi dapat mendeskripsikan bahwasanya pendapatan dan profit yang
diperoleh oleh suatu industri juga akan kian bertambah, yang mana
nantinya akan berimbas pada besarnya jumlah pajak yang akan
disetorkan’. Hal inilah yang akan menyebabkan semakin tingginya
tindakan pengelakan pajak pada suatu industri guna mengurangi
jumlah pajak yang dibayarkan. Hasil riset yang dilakukan oleh
Sugiyarti (2017) juga menyampaikan hal yang sama, bahwa semakin
tinggi tingkat penjualan tahun berjalan pada suatu industri, maka laba
yang diperoleh pun juga akan semakin besar, sehingga beban pajak
yang akan ditanggung oleh industri semakin besar pula”. Hal inilah
yang akan memicu timbulnya aksi pengelakan pajak yang akan

dilakukan oleh industri.

* Ibid.

7 Mayarisa Oktamawati, “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan,
Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance,” Jurnal Akuntansi
Bisnis 15, no. 1 (2017): 23-40.

7 Sugiyarti, “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik
Terhadap Tax Avoidance.”
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8. Kepemilikan Institusional

Institutional ownership merupakan shareholding yang di pegang
oleh beragam institusi (lembaga) dalam suatu industri atau
perusahaan’. Menurut Amila Dyan (2016), Kepemilikan institusional
ialah shareholding oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi
berbadan hukum, institusi luar negeri, dan institusi lainnya yang
mempunyai kewenangan dalam memonitoring atau meninjau Kkinerja
manajemen’®. Menurut Faisal, kepemilikan institusional merupakan
suatu pihak institusi yang mengontrol atau memantau entitas atau
industri dengan memiliki presentase kepemilikan yang besar yakni 5%
lebih, institusi tersebut meliputi banks, insurance companies,
investment companies, dana pensiun, industri berbentuk perseroan
(PT), dsb’. Sedangkan menurut Jensen & Meckling, Institutional
ownership ialah salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang
berperan penting dalam menyelesaikan masalah agensi antara owner
entitas dan management, lantaran institutional ownership dianggap
mampu dalam memaksimalkan (mengintensifkan) pengontrolan dan

pengendalian terhadap kinerja manajemen sebagai pengelola entitas

" Ngadiman dan Christiany Puspitasari, “Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan
Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor
Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012,” Jurnal Akuntansi 18, no. 3
(2014): 408-421.

> Amila Dyan Maraya dan Reni Yendrawati, “Pengaruh Corporate Governance Dan Corporate
Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Awvoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan
Tambang Dan CPO,” Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia 20, no. 2 (2016): 147-159.

’® Faishal, “Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan Dan Mekanisme Corporate Governance,”
Simposium Nasional Akuntansi Indonesia 7 (2004): 197-208.
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dengan meninjau dan mengamati setiap keputusan yang diambil”’. Hal
ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya manipulasi laba oleh
pihak manajemen yang dapat berdampak pada tindakan tax avoidance.
Riset yang dilakukan oleh Amila Dyan (2016) juga membuktikan
bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan pada
tindakan tax avoidance. Institutional ownership mempunyai peran
yang cukup besar dalam kebijakan dalam pengambilan keputusan
perusahaan terhadap penghindaran pajak’. Dimana bila presentase
institutional ownership yang dimiliki oleh institusi semakin tinggi,
maka tekanan yang akan didapatkan oleh pihak manajemen perusahaan
juga akan semakin tinggi dalam menjalankan aksi pengelakan pajak”.
Dengan kata lain, yakni semakin mengurangi tindakan penghindaran

pajak (tax avoidance).

7 Jensen dan Meckling, “The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agensy Cost, and
Ownership Structure.”

® Maraya and Yendrawati, “Pengaruh Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility
Disclosure Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang Dan CPO.”

7® Zahirah, “Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran
Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.”
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Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan

rujukan atau acuan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No. | Penulis dan Judul | Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
Penelitian
1. Ida Ayu dan Putu Hasil riset Menggunakan Objek dan tahun
Ery (2016) mengungkapkan metode purposive | yang digunakan
“Pengaruh bahwa firm size, sampling pada berbeda.
Ukuran company age, sampel dan Penelitian ini
Perusahaan, profitability, sales analisis regresi menggunakan
Umur growth berpengaruh | linier berganda. objek penelitian
Perusahaan, terhadap tax Sama-sama perusahaan
Profitabilitas, avoidance meneliti industri barang
Leverage dan sedangkan leverage mengenai tax konsumsi yang
Pertumbuhan tidak berpengaruh | avoidance dengan | terdaftar di BEI
Penjualan Pada | yang dilakukan pada menggunakan Tahun 2017-
Tax Avoidance”. perusahaan variabel 2019. Serta
manufaktur yang pertumbuhan terdapat
terdaftar di BEI penjualan. perbedaan
secara keseluruhan variabel tambahan
2011-2014. seperti koneksi
politik dan
kepemilikan
institusional
2. Sri Mulyani, et al Hasil riset Menggunakan Objek dan tahun
(2018) menyatakan bahwa | metode purposive | yang digunakan
“Pengaruh kepemilikan sampling dan berbeda.
Corporate institusional, komite analisis regresi Penelitian ini
Governance audit, kualitas audit linier berganda. menggunakan
Terhadap Tax berpengaruh Sama-sama objek penelitian
Avoidance signifikan pada tax meneliti perusahaan
(Perusahaan avoidance sedangkan mengenai tax industri barang
Pertambangan komisaris avoidance dengan | konsumsi yang
Yang Terdafatar independen tidak menggunakan terdaftar di BEI
di BEI)”. berpengaruh variabel Tahun 2017-
signifikan yang kepemilikan 2019. Serta
dilakukan pada institusional terdapat
perusahaan perbedaan

pertambangan yang

variabel tambahan
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terdaftar di BEI
tahun 2014-2016.

seperti koneksi
politik dan sales

growth
Yopi dan Amrie Hasil riset Menggunakan Objek dan tahun
Firmansyah menemukan bahwa | metode purposive | yang digunakan
(2017) manajemen laba riil sampling dan berbeda.
“Pengaruh tidak berpengaruh analisis regresi Penelitian ini
Political signifikan terhadap linier berganda. menggunakan
Connection, tax avoidance, Sama-sama objek penelitian
Foreign Activity, namun koneksi meneliti perusahaan
dan Real politik dan foreign mengenai tax industri barang
Earnings activity berpengaruh | avoidance dengan | konsumsi yang
Management terhadap tax menggunakan terdaftar di BEI
Terhadap Tax avoidance yang variabel koneksi Tahun 2017-
Avoidance”. dilakukan pada politik 2019. Serta
perusahaan terdapat
manufaktur yang perbedaan
terdaftar di BEI variabel tambahan
secara keseluruhan seperti
tahun 2010-2015. pertumbuhan
penjualan dan
kepemilikan
institusional.
Shinta Meilina Hasil riset Menggunakan Objek dan tahun
dan Listya menyatakan bahwa | metode purposive | yang digunakan
Sugiyarti (2017) | intensitas aset tetap sampling dan berbeda.
“Pengaruh dan pertumbuhan analisis regresi Penelitian ini
Intensitas Aset penjualan linier berganda. menggunakan
Tetap, berpengaruh secara Sama-sama objek penelitian
Pertumbuhan signifikan terhadap meneliti perusahaan

Penjualan dan
Koneksi Politik
Terhadap Tax

Avoidance”.

tax avoidance,
koneksi politik tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
tax avoidance.
Secara simultan
ketiga variabel
tersebut berpengaruh
terhadap tax
avoidance yang
dilakukan pada
perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di BEI
secara keseluruhan
2012-2016.

mengenai tax
avoidance dengan
menggunakan
variabel
pertumbuhan
penjualan dan
koneksi politik.

industri barang
konsumsi yang
terdaftar di BEI
Tahun 2017-
20109. Serta
terdapat
perbedaan
variabel tambahan
seperti
kepemilikan
institusional.
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Winnie dan Vivi Hasil riset Menggunakan Objek dan tahun
Adeyani Tandean | membuktikan bahwa | metode purposive | yang digunakan
(2016) komite audit sampling pada berbeda.
“The Effect of berpengaruh positif sampel dan Penelitian ini
Good Corporate terhadap tax analisis regresi menggunakan
Governance on avoidance secara linier berganda. objek penelitian
Tax Avoidance: parsial sedangkan Sama-sama perusahaan
An Empirical kepemilikan meneliti industri barang
Study on institusional, mengenai tax konsumsi yang
Manufacturing karakter eksekutif, | avoidance dengan | terdaftar di BEI
Companies Listed kompensasi menggunakan Tahun 2017-
in IDX period eksekutif, ukuran variabel 2019. Serta
2010-2013". perusahaan, proporsi kepemilikan terdapat
dewan komisaris, institusional. perbedaan
kualitas audit tidak variabel tambahan
berpengaruh seperti
terhadap tax pertumbuhan
avoidance. Namun penjualan dan
semua variabel koneksi politik.
secara simultan
berpengaruh dalam
mendefinisikan
penghindaran pajak.
Sun Jianfu dan Hasil riset Menggunakan Objek dan tahun
Yudha (2016) menyatakan bahwa | metode purposive | yang digunakan
“Political koneksi politik sampling dan berbeda.
connections, state berpengaruh analisis regresi Penelitian ini
owned enterprises terhadap linier berganda, menggunakan
and tax penghindaran pajak. sama-sama objek penelitian
avoidance: An Perusahaan yang meneliti perusahaan

evidence from
Indonesia’”.

terhubung secara
politik membayar
pajak penghasilan
perusahan yang lebih
rendah daripada
perusahaan yang
terhubung secara
nonpolitik.
Penelitian ini
dilakukan pada
emiten di Indonesia
tahun 2007-2013.

mengenai tax
avoidance dengan
menggunakan
variabel koneksi
politik.

industri barang
konsumsi yang
terdaftar di BEI
Tahun 2017-
2019. Serta
terdapat
perbedaan
variabel tambahan
seperti
pertumbuhan
penjualan dan
kepemilikan
institusional.
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Hana Ajili dan
Hichem Khlif
(2020)
“Political
connections, joint
audit and tax
avoidance:
evidence from

Hasil riset
menyatakan bahwa
bank-bank islam
yang terhubung
secara politik lebih
terlibat dalam
penghindaran pajak
dengan mengurangi

Menggunakan
metode purposive
sampling dan
analisis regresi
linier berganda.
Sama-sama
meneliti
mengenai tax

Objek dan tahun
yang digunakan
berbeda.
Penelitian ini
menggunakan
objek penelitian
perusahaan
industri barang

Islamic banking tarif pajak efektif | avoidance dengan | konsumsi yang
industry”. mereka. Dan menggunakan terdaftar di BEI
penelitian ini variabel koneksi Tahun 2017-
menemukan bahwa politik. 2019. Serta
audit bersama terdapat
melemahkan perbedaan
hubungan negatif variabel tambahan
antara koneksi seperti
politik dan tarif pertumbuhan
pajak efektif. penjualan dan
kepemilikan
institusional.
Jeong Ho Kim, Hasil riset Menggunakan Objek dan tahun
Chae Chang Im mengungkapkan metode purposive | yang digunakan
(2017) bahwa ukuran sampling dan berbeda.
“The Study On perusahaan, sama-sama Penelitian ini
The Effect And profitabilitas, meneliti menggunakan
Determinants Of leverage, arus kas mengenai tax objek penelitian
Small - And operasi, intensitas | avoidance dengan perusahaan
Medium-Sized modal, dan tingkat menggunakan industri barang
Entities pertumbuhan variabel konsumsi yang
Conducting Tax penjualan pertumbuhan terdaftar di BEI
Avoidance”. mempengaruhi penjualan. Tahun 2017-
penghindaran pajak 2019. Serta
badan UKM di terdapat
Korea tahun 2011- perbedaan
2013. variabel tambahan
seperti koneksi
politik dan
kepemilikan
institusional.
Khan et al (2017) Hasil riset Menggunakan Objek dan tahun
“Institutional membuktikan bahwa | metode purposive | yang digunakan
Ownership and kepemilikan sampling dan berbeda.
Corporate Tax institusional analisis regresi Penelitian ini
Avoidance: New berpengaruh linier berganda. menggunakan
Evidence”. signifikan dengan Sama-sama objek penelitian
penghindaran pajak meneliti perusahaan
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yang dilakukan pada mengenai tax industri barang
perusahaan Russell | avoidance dengan | konsumsi yang
2000 index. menggunakan terdaftar di BEI
variabel Tahun 2017-
kepemilikan 2019. Serta
institusional. terdapat
perbedaan
variabel tambahan
seperti koneksi
politik dan
pertumbuhan
penjualan.
10. Amila Dyan dan Hasil penelitian Menggunakan Objek dan tahun
Reni (2016) menyatakan bahwa | metode purposive | yang digunakan
“Pengaruh Kualitas audit dan sampling dan berbeda.
Corporate kepemilikan analisis regresi Penelitian ini
Governance dan institusional linier berganda. menggunakan
CSR Disclosure berpengaruh Sama-sama objek penelitian
Terhadap Tax signifikan sedangkan meneliti perusahaan
Avoidance: Studi pengaruh CSR mengenai tax industri barang
Empiris Pada berpengaruh avoidance dengan | konsumsi yang
Perusahaan signifikan terhadap menggunakan terdaftar di BEI
Tambang”. tax avoidance yang variabel Tahun 2017-
dilakukan pada kepemilikan 2019. Serta
perusahaan tambang institusional. terdapat
dan perusahaan perbedaan

kelapa sawit yang
terdaftar di BEI
tahun 2010-2014.

variabel tambahan
seperti koneksi
politik dan
pertumbuhan
penjualan.
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C. Kerangka Berpikir
Kerangka konsep dalam penelitian ini mengungkapkan kerangka
pemikiran teoritis yang mendeskripsikan pengaruh tiga variabel bebas
yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tax avoidance (variabel
terikat) yaitu political connection, sales growth, dan kepemilikan
institusional. Kerangka berpikir yang dibangun dalam penelitian ini

disajikan dalam gambar sebagai berikut:

~\
Political Connection

(Koneksi Politik) (X1) \\
N J

Hy
4 ) \
Sales Growth (Pertumbuhan ( _
Penjualan) (X2) H >|  Tax Avoidance
/L (Y)
. y,
Hs
7/
Kepemilikan Institusional
(X3) Ha

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Dari pemaparan pada gambar 2.2 kerangka konseptual yang telah
dibuat oleh peneliti, maka dapat dijelaskan bahwa Hi- Hz untuk melihat
apakah ketiga variabel independen (political connection, sales growth,
kepemilikan institusional) mempunyai pengaruh pada dependent variable

(tax avoidance) secara parsial. Kemudian H, untuk melihat apakah ketiga
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variabel independen (political connection, sales growth, kepemilikan
institusional) mempunyai pengaruh terhadap variable tax avoidance secara
simultan.
D. Hipotesis Penelitian
1. Pengaruh Political Connection Terhadap Tax Avoidance
Koneksi yang dipunyai oleh suatu entitas di bidang politik,
membuat entitas atau industri mendapatkan perlakuan istimewa,
seperti akses dalam hal mendapatkan peminjaman modal dan
pemeriksaan pajak yang rendah, sehingga membuat entitas (industri)
semakin agresif dalam melakukan perencanaan pajak yakni tax
avoidance®. Dengan adanya koneksi politik suatu entitas (industri)
mendapatkan proteksi dari penguasa, yang akan berakibat pada
berkurangnya transparansi financial statements, sehingga entitas
semakin berani (bekerja keras) dalam melakukan aksi pengelakan
pajak. Selain itu, bila dibandingkan dengan entitas atau industri yang
tidak mempunyai ikatan politik, entitas yang mempunyai ikatan politik
dengan penguasa lah yang terbukti mempunyai tingkat penghindaran
atau pengelakan pajak yang tinggi®'. Hal ini senada dengan riset yang
di jalankan oleh Hardianti (2014), Yopi & Amrie (2017), Ajili &
Hichem (2020) yang menyatakan bahwa hubungan (relasi) dalam

bidang politik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap aksi

% Sugiyarti, “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik
Terhadap Tax Avoidance.”

8 Sudibyo dan Sun Jianfu, “Political Connections, State Owned Enterprises and Tax Avoidance:
An Evidence from Indonesia.”
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pengelakan pajak. Dari pemaparan (uraian) yang dikemukakan diatas,
maka hipotesis pertama dapat diajukan, yakni:
H1: Political connection berpengaruh signifikan terhadap tax
avoidance.
2. Pengaruh Sales Growth Terhadap Tax Avoidance

Sales growth mengambarkan perkembangan tingkat penjualan
dalam suatu entitas atau industri pada tiap tahun. Pertumbuhan
penjualan akan mempengaruhi perilaku penghindaran pajak suatu
entitas atau industri. Hal ini disebabkan semakin tinggi pertumbuhan
penjualan entitas, maka pendapatan dan profit yang diperoleh entitas
juga akan kian meningkat, sehingga akan mempengaruhi pembayaran
pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Juan (2019)
yang menyampaikan hasil yang sama, bahwa peningkatan penjualan
yang tinggi, akan memungkinkan entitas memperoleh pendapatan atau
laba yang begitu besar, sehingga entitas cenderung menghindari pajak
guna meminimalkan jumlah pajak yang ditanggung®. Dari pemaparan
(uraian) yang dikemukakan diatas, maka hipotesis kedua dapat
diajukan, yakni:

H2: Sales growth berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance

# |da Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan,

Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance,” E-Jurnal
Akuntansi 14, no. 3 (2016): 1584-1615.
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3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Institutional ownership dalam suatu entitas atau industri sangat
berperan penting dalam memonitoring atau memantau, dan
mendisiplinkan  kinerja manajemen, yang akan menciptakan
pengendalian yang kian efektif dan optimal untuk menekan tindakan
penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh pihak manajemen®.
Karena bila presentase kepemilikan yang dimiliki oleh institusi
semakin tinggi, maka kekuatan suara & desakan dari institution
tersebut juga akan semakin tinggi dalam memantau atau mengawasi
pihak manajemen, serta akan memberikan dorongan yang lebih besar
untuk menghindari aksi penghindaran pajak®. Oleh sebab itu,
kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap tax
avoidance. Hal senada juga disampaikan dalam penelitian yang
dilakukan oleh Ngadiman (2014) dan Retta Merslythalia dan Mienati
Somya (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. Yang
mana semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi
pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh entitas atau
industri. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan tindakan tax
avoidance yang akan dilakukan oleh entitas. Dari pemaparan (uraian)

yang dikemukakan diatas, maka hipotesis ketiga dapat diajukan, yakni:

# Tandean dan Winnie, “The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An
Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX Period 2010-2013.”

¥ Amila Dyan Maraya and Yendrawati, “Pengaruh Corporate Governance Dan Corporate Social
Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang
Dan CPO.”
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H3: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax
avoidance.

Pengaruh political connection, sales growth, dan kepemilikan
institusional secara simultan terhadap tax avoidance.

Agent (manajemen perusahaan) dituntut oleh pihak principal
(pemilik perusahaan) untuk menjalankan atau mengoperasikan
perusahaan sebaik mungkin agar perusahaan mendapatkan laba. Dalam
agency theory terjadi kesepakatan antara agent dan principal dimana
manajemen diberikan wewenang dalam mengambil keputusan untuk
kebaikan perusahaan bukan untuk kepentingannya sendiri. Pada
penelitian Sugiyarti (2017) dan Winnie Tandean (2016) ke tiga
variabel independen diatas berpengaruh signifikan secara simultan
terhadap tax avoidance, hal tersebut berarti penggunaan atau
pemanfaatan political connection, sales growth, dan kepemilikan
institusional dalam perusahaan akan memicu tindakan tax avoidance.
Dari pemaparan (uraian) yang dikemukakan diatas, maka hipotesis
ketiga dapat diajukan, yakni:

H4: Political connection, sales growth, dan kepemilikan institusional

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tax avoidance.
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BAB I11

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif (pendekatan
asosiatif), metode kuantitatif (asosiatif) merupakan metode penelitian yang
terstruktur dan sistematis dimana dapat menguji suatu teori; memberikan
deskripsi statistik yang dapat digunakan untuk pengambilan sampel dari
beberapa populasi dengan analisis data yang bersifat kuantitatif (statistik)
sehingga dapat diuji hipotesis yang akan digunakan; serta menunjukkan
suatu hubungan maupun pengaruh antar variabel®. Penelitian ini memiliki
tujuan yakni untuk melihat atau mengkaji pengaruh antar variabel yaitu
political connection, sales growth, kepemilikan institusional sebagai
variabel independen terhadap tax avoidance sebagai variabel dependen.
B. Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember hingga
bulan Juni 2021 dengan memanfaatkan website resmi BEI dan website
resmi tiap industri atau perusahaan pada periode dan sampel yang dipilih.
C. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi penelitian merupakan total dari adanya objek dalam
penelitian. Populasi pada penelitian ini mencakup perusahaan manufaktur
sektor consumer goods yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada

periode 2017-2019. Pemilihan sampel dalam research ini menggunakan

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: PT Alfabet, 2016).
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metode purposive sampling, yakni pemilihan sampel yang dilakukan

berdasarkan pertimbangan peneliti dengan menggunakan acuan Kriteria

tertentu yang telah ditentukan. Kriteria sampel, yakni:

a. Perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang terdaftar di BEI

secara berturut-turut tahun 2017-2019,

b. Perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang mempublikasikn
laporan keuangan (financial statement) dan annual report lengkap
secara berturut-turut selama tahun tersebut,

c. Perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang menggunakan
satuan rupiah dalam menyajikan data keuangan pada laporan financial
statement dan annual report,

d. Perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang mempunyai
semua data yang diperlukan dalam research.

Tabel 3.1
Kriteria Purposive Sampling
No. | Kriteria Sampel Total
1. | Perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang | 55
terdaftar di BEI secara berturut-turut tahun 2017-2019
2. | Dikurangi: (10)

Perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang tidak

terdaftar di BEI berturut-turut selama tahun tersebut
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3. | Dikurangi: 5)
Perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang tidak
mempublikasikan laporan keuangan (financial statement)
dan annual report lengkap secara berturut-turut selama

tahun tersebut

4. | Dikurangi: 0)
Perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang tidak
menggunakan satuan rupiah dalam menyajikan data

keuangan pada financial statement dan annual report

5. | Dikurangi: (7
Perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang tidak

memiliki semua data yang diperlukan dalam research

Jumlah sampel perusahaan yang digunakan dalam | 33

penelitian

Jumlah observasi penelitian (33 x 3 tahun) 99

Berdasarkan kriteria dalam tabel diatas, maka total keseluruhan
perusahaan yang dapat dijadikan sampel dalam research ini yakni

sebanyak 99 perusahaan.
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D. Variabel Penelitian

Variabel ialah suatu atribut yang memiliki variasi tertentu, yang
telah ditetapkan peneliti untuk ditelaah atau dipelajari dan menghasilkan
inferensi (simpulan) dari suatu penelitian®. Variabel dalam riset ini terbagi
menjadi 2, diantaranya, yakni: a. Variabel independen, biasanya kerap
disebut dengan istilah variabel stimulus atau variabel bebas, yakni variabel
yang menjelaskan atau mempengaruhi dan menjadi sebuah kausa
munculnya variabel lain yakni variabel dependen®. Independent variable
yang digunakan dalam riset ini yakni political connection (koneksi
politik), sales growth, dan kepemilikan institusional; b. Variabel
dependen, biasanya kerap disebut dengan istilah variabel terikat, yakni
variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi dan menjadi sebuah dampak
dari munculnya variabel independen®. Dependent variable yang

digunakan dalam riset ini yakni tax avoidance.

E. Definisi Operasional

1. Variabel bebas atau Independent variable (X)
a. Political Connection
Koneksi politik ialah suatu keadaan dimana terdapat ikatan
atau relasi antara pihak tertentu dengan pihak yang mengantongi

keperluan dalam bidang politik yang berguna dalam menggapai

% Ibid.

¥ susdjana, Metode Statistika, (Bandung: Tarsito, 2005), 128.

8 Ibid.
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maksud tertentu, yakni menguntungkan antara kedua belah pihak®.
Industri yang berkoneksi politik yakni industri yang mempunyai
hubungan atau ikatan dekat dengan pemerintah maupun
politikus/politisi. Ikatan politik di antara mereka dapat memberikan
perlakuan khusus (istimewa) bagi entitas atau industri, seperti
akses yang mudah dalam pinjaman modal dan risiko pemeriksaan
pajak yang rendah®. Pengukuran koneksi politik dalam riset ini
menggunakan skala dummy, yakni bila suatu industri atau
perusahaan memiliki koneksi politik maka akan dinilai 1, bila tidak
memiliki maka akan dinilai 0. Adapun kriteria yang digunakan
yakni a. Jika terdapat salah satu dewan direktur atau komisaris
yang merupakan anggota atau mantan anggota parlemen, menteri,
pejabat pemerintah maupun militer, atau anggota partai politik®*; b.
jika salah satu shareholder yang besar, sedikitnya mempunyai 10%
hak suara (berdasarkan pada kuantitas saham yang dipunyai)
merupakan anggota parlemen, menteri, pejabat pemerintah maupun
militer atau yang berkaitan dengan politik®; c. Jika terdapat direct
ownership oleh pemerintah pada perusahaan, seperti perusahaan

BUMN?,

8 Sugiyarti, ‘“Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik
Terhadap Tax Avoidance.”

* Ibid.

o Sudibyo and Jianfu, ‘“Political Connections, State Owned Enterprises and Tax Avoidance: An
Evidence from Indonesia.”

*? Faccio, “Politically Connected Firms.”

% Adhikari, A., Derashid, C., Zhang, “Public Policy, Political Connections, and Effective Rate
Rates: Longitudinal Evidence from Malaysia.”
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b. Sales Growth

Sales growth mengambarkan perkembangan tingkat
penjualan dalam suatu entitas atau industri pada tiap tahun. Sales
growth dapat menunjukan kapabilitas industri (perusahaan) dari
waktu ke waktu, yang mana semakin tinggi sales growth maka
dapat dikatakan industri tersebut berhasil menjalankan strateginya,
menjadi sorotan berbagai pihak (stakeholder). Pertumbuhan
penjualan yang tinggi dapat mendeskripsikan bahwasanya
pendapatan dan profit yang diperoleh oleh suatu industri juga akan
kian bertambah, yang mana nantinya akan berimbas pada besarnya

jumlah pajak yang hendak disetorkan®. Rumus Sales Growth:

_ Penjualan tahun sekarang—penjualan tahun lalu

Sales Growth =

Penjualan tahun lalu

c. Kepemilikan Institusional
Institutional ownership ialah shareholding yang di pegang
oleh beragam institusi (lembaga) dalam suatu perusahaan yang
mempunyai kewenangan (peran penting) dalam memonitoring atau
meninjau kinerja manajemen dalam suatu perusahaan®. Dengan
adanya kepemilikan institusional, maka akan tercipta pengendalian

yang kian efektif dan optimal terhadap aktivitas penghindaran

% Oktamawati, ‘“Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage,
Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance.”

® Tandean and Winnie, “The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An
Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX Period 2010-2013.”
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pajak. Bila presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh
institusi tersebut tinggi, maka tekanan serta dorongan yang akan
diperoleh oleh manajemen perusahaan juga semakin tinggi,
sehingga aktivitas penghindaran pajak semakin kecil untuk

dilakukan®®. Rumus untuk menghitung kepemilikan institusional:

umlah saham institusi
INST =—~

Jumlah saham yang beredar

2. Variabel Terikat atau Dependent Variable ()

Tax Avoidance

Tax avoidance yaitu upaya mengurangi beban pajak atau
penghematan pajak yang dilakukan dengan cara memanfaatkan
kelemahan peraturan perundang-undangan dan perpajakan®.
Pengukuran variabel ini menggunakan proksi Effective Tax Rate
(ETR) yakni rasio beban pajak terhadap laba sebelum pajak. Proksi
ini digunakan sebab bisa lebih mendeskripsikan adanya praktik
pengelakan atau penghindaran pajak, ETR tidak berpengaruh
dengan adanya perubahan taksiran atau estimasi, seperti adanya
proteksi pajak®®. Bila tingkat persentase ETR yang diperoleh
semakin tinggi, hingga mendekati atau mencapai 25% (tarif PPh

badan), maka dapat diartikan bahwa tingkat tax avoidance yang

% Maraya and Yendrawati, “Pengaruh Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility
Disclosure Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang Dan CPO.”

°7 Pohan, Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis.

% Sugiyarti, ‘“Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik
Terhadap Tax Avoidance.”



50

dilakukan oleh suatu perusahaan semakin rendah, dan begitupun

sebaliknya®.

Rumus ETR: [ ETR = —_Beban pajak }

Laba sebelum pajak

F. Data dan Sumber Data

1. Data

Jenis data yang digunakan ialah secondary data, yang merupakan
sumber data yang tidak memerlukan waktu untuk mencari data secara
langsung, yang dapat berupa sebuah buku, laporan, catatan dan
sebagainya. Adapun secondary data yang digunakan pada research ini
berupa financial statement dan annual report perusahaan manufaktur

sektor industri konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-20109.

2. Sumber Data

Data diambil dari website resmi BEI dan website resmi tiap-tiap
industri atau perusahaan pada periode dan sampel yang telah dipilih, bila
financial statement dan annual report pada industri atau perusahaan
bersangkutan tidak dapat ditemukan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan pada research ini memakai teknik

(metode) dokumentasi yakni mengumpulkan, mencatat, mengkaji serta

menfasirkan dengan cermat secondary data yang berupa financial

99 . .
Rosa Dewinta and Ery Setiawan, ‘“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan,

Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance.”
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statement dan annual report pada tahun 2017-2019 yang diperoleh atau
diunduh dari website resmi BEI dan website resmi masing-masing
perusahaan yang bersangkutan. Kemudian setiap laporan keuangan dan
laporan annual report pada masing-masing perusahaan tersebut
dicocokkan dan diidentifikasi dengan empat kriteria untuk dijadikan
sampel yang dapat memenuhi penelitian.
. Teknik Analisis Data

Teknik yang bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab
rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian. Analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis data yang dinyatakan
dalam bentuk angka (kuantitatif), data diolah dengan bantuan software
SPSS Versi 25. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan
analisis regresi linear berganda yakni metode statistik yang bertujuan
untuk menguji keterkaitan atau hubungan pengaruh antar variabel dalam
penelitian. Penggunaan multiple regression analysis pada penelitian ini
yakni untuk mengetahui atau menganalisis pengaruh political connection
sales growth, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance.
Model persamaan multiple regression yang digunakan yakni sebagai

berikut :

Y = a + BPolcon + BSalgrow + Blnst + ¢

Keterangan:

Y = Pengelakan atau penghindaran pajak



52

o = Konstanta

B = Koefisien regresi

Polcon = Political Connection
Salgrow = Sales Growth

Inst = Kepemilikan Institusional

e = error (kesalahan pengganggu)

Analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Statistik Deskriptif

Pengujian yang digunakan untuk menganalisa, menggambarkan,
dan menyajikan data, diantaranya yakni: mean, nilai min dan max,
simpangan baku guna memudahkan dalam memahami variabel dalam
penelitian®.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini berguna untuk memeriksa kelayakan regression
model, yang memberikan kepastian bahwa persamaan regression yang
diperoleh mempunyai ketepatan dalam taksiran atau estimasi, tidak
bias serta sesuai (konsisten), meliputi’®’: uji  normalitas,
multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas
Uji yang bertujuan untuk memeriksa atau melihat normal

tidaknya residual data yang terdistribusi pada suatu model regresi

antar variabel yang digunakan. Dalam menguji normalitas residual

100

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.

1% Imam Ghozali, “Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8),” in
Universitas Diponegoro, 2016.
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penelitian ini  menggunakan uji statistik non parametrik
kolmogorov-smirnov yang menggunakan ketentuan atau syarat
yakni bila nilai sig > 0,05 atau 5%, maka data dikategorikan

normal*®.

. Uji Multikolonieritas

Uji yang bertujuan untuk mengetahui atau menguji apakah
model regresi yang digunakan dalam penelitian, terdapat adanya
correlation atau hubungan yang signifikan antar independent
variable (variabel bebas) atau tidak. Ada tidaknya multicolonearity
dalam suatu regression model, dapat diketahui dari nilai tolerance
dan variance inflation factor (VIF) nya. Suatu model regresi dapat
dikatakan baik dan terbebas dari multikolinearitas, bila nilai
VIFnya < 10 dan nilai tolerancenya > 0,10'%.

Uji Autokorelasi

Uji yang berguna dalam mengetahui ada tidaknya correlation
(hubungan) antara kesalahan pada period; dengan kesalahan pada
periody; (sebelumnya) pada suatu regression model yang
digunakan'®. Bila ditemukan suatu correlation dalam regression
model, maka disebut problem autokorelasi, yang mana seharusnya
terbebas dari autokorelasi (model regresi yang baik). Ada tidaknya

autocorrelation dalam suatu regression model, dapat diketahui

192 1hid.
193 1hid.
1%% 1hid.
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melalui uji Durbin-Watson (DW), kriteria atau syarat yang
digunakan yakni'®: Jika nilai DW < dL atau nilai DW > 4-dL,
maka dikatakan ditemukannya autocorrelation; Jika nilai DW
berada diantara nilai dU dan 4-dU, maka dikatakan tidak
ditemukannya autokorelasi; Jika nilai DW berada diantara nilai dL
dan dU atau berada diantara nilai 4-dU dan 4-dL, maka dikatakan
tidak dapat diputuskan atau disimpulkan.
d. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian yang menunjukkan apakah dalam suatu model
regresi yang digunakan, ditemukannya ketidaksamaan varian dari
residual observasi satu ke observasi lainnya atau tidak'®®. Bila
varian dari residual observasi satu ke observasi lainnya tetap maka
disebut homoskedastisitas (model regresi yang baik), namun bila
berbeda maka dapat disebut heteroskedastisitas. Dalam
menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas, penelitian ini
menggunakan metode chart (scatterplot) yakni'®’; jika titik tidak
menggambarkan pola yang jelas atau tertentu serta menyebar diatas
maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y pada grafik (scatterplot),
maka bisa diartikan tidak ditemukannya heteroskedasitisitas

(homoskedastisitas). Namun, bila membentuk suatu pola tertentu

105

Sahid Raharjo, “Tutorial Uji Autokorelasi Dengan Durbin Watson Menggunakan SPSS
Lengkap,” last modified 2014, accessed April 25, 2021, https://www.spssindonesia.com.

1% Imam Ghozali, “Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8).”

'%7 Singgih Santosa, Menguasai Statistik Dengan SPSS 25 (Jakarta: PT Gramedia, 2018).



55

(bergelombang, melebar, menyempit), maka dapat disimpulkan

ditemukannya atau terjadi heterokedastisitas.

3. Uji Hipotesis

Uji yang bertujuan untuk mengambil keputusan atau ketetapan

yang berdasarkan pada data analysis.

a UjT

Uji yang berguna dalam melihat atau membuktikan apakah
independent variable berpengaruh secara parsial pada dependent
variable'®. Ketentuan atau syarat yang digunakan dalam uji ini
yakni: nilai sig. t pada masing-masing variabel yakni 0.05 (o= 5%),
bila nilai sig. < 0.05, maka dapat dinyatakan variabel independen
berpengaruh secara individual atau parsial terhadap variabel
dependen. Dan begitupun sebaliknya.
b. Uji F

Uji yang bertjuan untuk menguji atau melihat apakah
independent variable berpengaruh terhadap dependent variable
secara simultan atau bersamaaan'®. Ketentuan atau kriteria yang
digunakan dalam Uji F yakni: nilai sig. f pada tiap-tiap variabel
yakni 0.05 (0= 5%), bila nilai sig. < 0.05, maka dapat dikatakan
bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap

variabel dependen.

1% Imam Ghozali, “Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8).”

199 1hid.
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c. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Pengujian ini  mampu menunjukkan seberapa tinggi
independent variable dalam memberikan pengaruh pada dependent
variable!°. R-square nilainya yakni 0 sampai 1 (0<Adj.R*<1). Bila
koefisien determinasi yang diperoleh semakin besar hingga
mencapai angka 1, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang
diberikan independent variable dalam menunjukkan dependent

variable semakin baik atau kuat.

19 1hid.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau mengetahui apakah
terdapat pengaruh political connection, sales growth, dan kepemilikan
institusional terhadap tax avoidance. Lokasi penelitian yang dipilih ialah pada
perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang listing di BEI Tahun
2017-2019 yang telah mempublikasikan financial statement maupun annual

report selama periode tersebut.

2. Karakteristik Sampel Penelitian

Total perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang terdaftar di
BEI Tahun 2017-2019 ialah sejumlah 165 perusahaan. Dari total populasi
tersebut, peneliti memakai metode purposive sampling untuk kriteria
pengambilan sampel dalam riset. Kriteria purposive sampling dalam penelitian

ini ialah sebagai berikut:

Kriteria Purposive Sampling

No. | Kriteria Sampel Total

1. | Perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang | 55
terdaftar di BEI secara berturut-turut tahun 2017-2019

2. | Dikurangi: (10)

Perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang tidak
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terdaftar di BEI berturut-turut selama tahun tersebut

3. | Dikurangi: (5)
Perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang tidak
mempublikasikan laporan keuangan (financial statement)
dan annual report lengkap secara berturut-turut selama

tahun tersebut

4. | Dikurangi: 0)
Perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang tidak
menggunakan satuan rupiah dalam menyajikan data
keuangan pada financial statement dan annual report

5. | Dikurangi: (7)
Perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang tidak
memiliki semua data yang diperlukan dalam research

Jumlah sampel perusahaan yang digunakan dalam | 33

penelitian

Jumlah observasi penelitian (33 x 3 tahun) 99

Berdasarkan kriteria dalam tabel diatas, maka total keseluruhan
entitas (perusahaan) yang dapat dijadikan sampel dalam research ini

yakni sebanyak 99 entitas (perusahaan).

B. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis  statistik  deskriptif ~ digunakan untuk  menganalisa,
menggambarkan, serta menyajikan data yang terkumpul, diantaranya yakni:
nilai rata-rata (mean), nilai min dan max, standard deviation berdasarkan pada
variabel penelitian political connection, sales growth, dan kepemilikan

institusional terhadap tax avoidance.
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Tabel 4.2

Hasil Descriptive Statistic

Std.
Variabel N Min Max | Mean | Deviation
X1 PoliticalConnection 99 0 1 .30 462
X2_SalesGrowth 99| -.313 .378|.06986( .109749
X3_Kepemilikaninstitusional 99 391 946 .76388( .129238
Y_TaxAvoidance 99| .099 .815(.26916( .078197
Valid N (listwise) 99

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2021

Berdasarkan Tabel 4.2 yang merupakan hasil olah data SPSS uji
descriptive statistic dengan jumlah sample (N) sebanyak 99, dapat dilihat bahwa
independent variable political connection mempunyai nilai minimum sebesar 0
dan nilai maximum sebesar 1 yang disebabkan oleh variable dummy dengan
nilai mean dan nilai standard deviation yakni sebesar 0,30 dan 0,462. Yang
berarti sebanyak 30% perusahaan memiliki political connection sedangkan

sisanya sebesar 70% perusahaan yang tidak memiliki political connection.

Kemudian variabel kedua yakni sales growth yang mempunyai nilai
minimum sebesar -0,313 yang dimiliki oleh PT Martina Berto (MBTO) pada
tahun 2018 dan nilai maximum sebesar 0,378 yang dimiliki oleh PT. Tunas
Baru Lampung Tbk (TBLA) pada tahun 2017. Dengan nilai mean dan nilai
standard deviation sebesar 0,6986 dan 0,109749. Yang berarti kecenderungan
data sales growth antar perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya

mempunyai tingkat deviasi senilai 0,109749.
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Berikutnya yakni variabel ketiga kepemilikan institusional yang
mempunyai nilai minimum sebesar 0,391 yang dimiliki oleh PT Tri Banyan
Tirta Tbk (ALTO) pada tahun 2018 dan nilai maximum sebesar 0,946 yang
dimiliki oleh PT Kimia Farma Thk (KAEF) pada tahun 2019. Adapun nilai
mean dan standard deviation yakni sebesar 0,76388 dan 0,129238. Yang
berarti data kepemilikan institusional antara perusahaan yang satu dengan

perusahaan yang lainnya mempunyai tingkat deviasi sebanyak 0,129238.

Adapun variabel tax avoidance sebagai dependent variable mempunyai
nilai minimum sebesar 0,099 yang dimiliki oleh PT Integra Indocabinet Tbk
(WOOD) pada tahun 2017 dan nilai maximum sebesar 0,815 yang dimiliki
oleh PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) pada tahun 2019, dengan nilai mean dan
standard deviation yakni sebesar 0,26916 dan 0,078197. Yang artinya data tax
avoidance antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya

memiliki tingkat deviasi yakni sebesar 0,078197.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian yang bertujuan untuk memeriksa atau membuktikan
kelayakan regression model dalam memenuhi atau melengkapi persyaratan uji

multiple regression analysis, yang meliputi:
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a. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji atau melihat normal
tidaknya residual data yang terdistribusi pada suatu regression model. Uji
ini menggunakan uji One Sample (K-S) dengan ketentuan atau syarat
yakni nilai sig > 0,05 atau 5% (data dikategorikan normal).

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas (K-S)

Unstandardized Residual

N 99
Normal Parameters®® Mean .0000000

Std.

Deviation 02157615
Most Extreme Absolute 129
Differences Positive 129

Negative -.070
Kolmogorov-Smirnov Z 1.133
Asymp. Sig. (2-tailed) 153

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2021

Berdasarkan Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas (K-S) memperoleh
hasil yakni nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,153. Dimana nilai sig >
0,05 yang berarti syarat uji normalitas terpenuhi. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa regression model yang digunakan terdistribusi normal.
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b. Uji Multikolonearitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui atau menguji apakah
terdapat adanya correlation atau hubungan yang signifikan antar
independent variable atau tidak dalam regression model, dengan
memeriksa (melihat) nilai VIF dan tolerance nya (nilai VIF < 10, nilai

tolerance > 0,1)

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolonearitas

Coefficients?

Collinearity Statistics
Model Tolerance VIF
1 X1_PoliticalConnection 924 1.082
X2_SalesGrowth 976 1.024
X3_Kepemilikanlnstitusional .946 1.057

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25, 2021

Berdasarkan Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonearitas diatas
menyatakan bahwa seluruh independent variable political connection,
sales growth, dan kepemilikan institusional memiliki nilai VIF<10, dan
nilai tolerancenya > 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi
multicollinearity, sehingga dapat dikatakan riset ini lolos uji

multikolonearitas.
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c. Uji Autokorelasi

Uji yang berguna dalam mengetahui ada tidaknya correlation
(hubungan) antara kesalahan pada period; dengan kesalahan pada period;.;
(sebelumnya) dengan Durbin Watson (DW) Test, dengan ketentuan: nilai
DW terletak diantara nilai dU dan 4-dU, maka dapat dinyatakan terbebas

dari autokorelasi.

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi

Durbin Watson

X1 Political Connection
X2_Sales Growth 1,804

X3 _Kepemilikan Institusional

Y_Tax Avoidance
Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25, 2021

Berdasarkan Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi diatas dapat
diketahui bahwa nilai DW yang didapatkan yakni sebesar 1,804.
Sedangkan untuk nilai DU dapat dilihat pada tabel Durbin Watson dengan
K(3) dan N(99) yakni senilai 1,7355. Sehingga diperoleh DU<DW<4-
DU= 1,7355<1,804<2,2645. Dari hasil yang didapatkan tersebut dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam regression model.




64

d. Uji Heteroskesdatisitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ditemukannya
ketidaksamaan varian dari residual observasi satu ke observasi lainnya
atau tidak, dengan menggunakan scatterplot, dengan syarat bila tidak
membentuk suatu pola tertentu, menyebar diatas maupun dibawah angka

0, maka dapat dinyatakan terbebas dari heteroskedastisitas.

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskesdatisitas (Scatterplot)

Scatterplot
Dependent Variable: Y_TaxAvoidance
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Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25, 2021
Berdasarkan Gambar 4.1 diatas dapat diketahui bahwa hasil yang

diperoleh tidak menggambarkan suatu pola tertentu dengan titik yang
menyebar diatas maupun dibawah angka 0, sehingga dapat disimpulkan

tidak terjadi heteroskedastisitas dalam regression model yang digunakan.
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3. Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis yang mempunyai independent variable lebih dari 1
Penggunaan analisis multiple linear regression pada riset ini yakni untuk
mengetahui atau menganalisis pengaruh political connection (koneksi
politik), sales growth (pertumbuhan penjualan), dan kepemilikan

institusional terhadap tax avoidance.

Tabel 4.6
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients?

Unstandardized
Coefficients itzr;:::;::
Std.
Model B Error Beta T Sig.
(Constant) .054 .010 5.411 .000
X1_PoliticalConnection .004 .003 126 1.149 254
X2_SalesGrowth .019 .020 .106 .992 324
X3_KepemilikanInstitusional -.053 .013 -.443 -4.094 .000

Dependent Variable: Tax Avoidance
Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2021

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas, maka persamaan model multiple

linear regression yang diperoleh, yakni sebagai berikut:

Y = 0,054 + 0,004 Polcon + 0,019 Salgrow — 0,053 Inst + e ]
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Keterangan: Y = Tax Avoidance
Polcon = Political Connection
Salgrow = Sales Growth
Inst = Kepemilikan Institusional

Dari persamaan regression model diatas, maka dapat diinterpretasikan

Constant value sebesar 0,054, yang bermakna bahwa jika seluruh
independent variable political connection, sales growth, dan kepemilikan
institusional bernilai konstan, maka tax avoidance akan bernilai 0,054.
Independent variable political connection (X1) mempunyai nilai
coefficient regression positive yakni sebesar 0,004. Hal ini
mengilustrasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan variable political
connection perusahaan, dengan asumsi bahwa independent variable
lainnya tetap maka tax avoidance nya (Y) akan menunjukkan peningkatan
sebesar 0,004.

Independent variable sales growth (X2) mempunyai nilai coefficient
regression positive yakni sebesar 0,019. Hal ini mendeskripsikan bahwa
setiap satu satuan variable sales growth perusahaan mengalami
peningkatan, dengan asumsi bahwa independent variable lainnya tetap
maka tax avoidance nya (Y) akan menunjukkan peningkatn sebesar 0,019.
Independent variable kepemilikan institusional (X3) mempunyai nilai
coefficient regression negative yakni sebesar -0,053. Hal ini menjelaskan
bahwa setiap kenaikan satu satuan variable kepemilikan institusional
perusahaan, dengan asumsi bahwa independent variable lainnya tetap

maka akan terjadi penurunan tax avoidance () sebesar 0,053.
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4. Uji Hipotesis

a.

Uji T

Uji ini bertujuan untuk menguji atau memeriksa apakah
independent variable berpengaruh secara parsial pada dependent variable
tax avoidance, dengan ketentuan nilai sig.t pada tiap variabel < 0,05.

Tabel 4.7
Hasil Uji T
Uji T
Variabel T Sig.
X1 PoliticalConnection 1.149 254
X2_SalesGrowth .992 324
X3 _KepemilikanInstitusional -4.094 .000

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 25, 2021

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa dari tiga
independent variable yang digunakan pada regression model, hanya ada
satu variable yang memilliki pengaruh signifikan (partial) yakni variable
kepemilikan institusional. Berikut ini interpretasi Tabel 4.7 Hasil Uji T

pada tiap-tiap variable:

a. Independent variable political connection mempunyai nilai sig.
terhadap tax avoidance sebesar 0,254. Hal ini menyatakan
bahwa nilai sig.t > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
tidak terdapat pengaruh signifikan (partial) variable political
connection terhadap tax avoidance.

b. Independent variable sales growth mempunyai nilai sig.

terhadap tax avoidance sebesar 0,324. Hal ini menunjukkan
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bahwa nilai sig.t > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak

terdapat pengaruh signifikan (partial) variable sales growth

terhadap tax avoidance.

c. Independent variable kepemilikan institusional mempunyai

nilai sig. terhadap tax avoidance sebesar 0,000. Hal ini

memperlihatkan bahwa nilai sig.t < 0,05. Sehingga dapat

disimpulkan terdapat pengaruh signifikan (partial) variable

kepemilikan institusional terhadap tax avoidance.

b. Uji F

Uji yang berguna dalam menguji

atau memeriksa apakah

independent variable berpengaruh terhadap dependent variable tax

avoidance secara simultan atau bersamaaan, dengan ketentuan: nilai sig.f

pada tiap variabel < 0,05.

Tabel 4.8

Hasil Uji F

ANOVA*

Variabel F

Sig.

X1 PoliticalConnection
X2 SalesGrowth
X3_Kepemilikanlnstitusional

5.839

.001°

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25, 2021

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa nilai sig.f dari

tiga independent variable yang digunakan dalam regression model yakni

senilai 0,001. Hal ini menandakan bahwa nilai sig. f < 0,05. Sehingga

dapat ditarik kesimpulan bahwa tiga independent variable political




69

connection, sales growth, dan kepemilikan institusional berpengaruh

signifikan secara simultan terhadap tax avoidance.

Koefisien Determinasi (R?)

Pengujian ini digunakan untuk mengukur seberapa tinggi
independent variable (political connection, sales growth, dan kepemilikan
institusional) dalam memberikan pengaruh pada dependent variable tax
avoidance. Bila koefisien determinasi yang diperoleh semakin tinggi
hingga mencapai angka 1, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang
diberikan independent variable dalam menunjukkan dependent variable
semakin baik atau kuat atau dalam artian independent variable hampir
memberikan seluruh informasi (keterangan) yang diperlukan dependent

variable (tax avoidance).

Tabel 4.9

Hasil Uji Koefesien Determinasi (R?)

Uji Koefisien Determinasi

Variabel Adjused
R R-Square | R-Square
X1 PoliticalConnection
X2_SalesGrowth ]
X3_Kepemilikanlnstitusional 440 194 160
Y_TaxAvoidance

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25, 2021
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Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui bahwa nilai Adj. R-square
mempunyai nilai sebesar 0,160. Hal ini menyatakan bahwa sebesar 16%
variable tax avoidance dipengaruhi oleh independent variable political
connection, sales growth, dan kepemilikan institusional. Sementara itu
sisanya sebsar 84% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dijelaskan

(dipaparkan) pada riset ini.
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BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Political Connection Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan sebelumnya dapat
diketahui bahwa nilai signifikansi political connection yang diperoleh
sebesar 0,254, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang berarti
tidak terdapat pengaruh signifikan (parsial) variabel political connection
terhadap tax avoidance, sehingga hipotesis pertama ditolak. Dalam
konteks agency theory, diasumsikan bahwa tiap-tiap pihak selalu bertindak
atas kepentingannya sendiri-sendiri (memaksimalkan kepentingan masing-
masing).

Agency theory menerangkan bahwa pihak manager (agent) sebagai
pengelola entitas memiliki prinsip adanya keharusan dalam memperoleh
profit yang besar dengan pembayaran pajak yang seminimal mungkin.
Sehingga perusahaan memanfaatkan political connection dengan
menggunakan kedekatan pemerintah untuk mencapai keuntungan yang
maksimal seperti pemeriksaan pajak yang rendah. Namun hasil penelitian
ini menemukan fakta bahwa adanya political connection pada suatu
perusahaan tidak menunjukkan tindakan tax avoidance yang dilakukan
oleh perusahaan. Hasil research ini sejalan dengan research yang
dilaksanakan oleh Shinta Meilina dan Sugiyarti (2017) yang menyatakan

bahwa political connection tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap
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tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI secara
keseluruhan.

Hasil research ini tidak sesuai dengan hasil research Yopi dan
Amrie (2017) yang menyatakan bahwa political connection memiliki
pengaruh yang signifikan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
BEI secara keseluruhan tahun 2010-2015. Perbedaan hasil penelitian ini
dapat terjadi akibat adanya perbedaan periode penelitian, jumlah sampel
yang digunakan, dan kebijakan insentif pada perusahaan. Hasil research
ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur sektor consumer goods
yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 tidak mampu membuktikan bahwa
political connection dapat mempengaruhi tindakan tax avoidance. Dimana
perusahaan yang berkoneksi politik dalam penelitian ini hanya berkisar
30% saja dan sisanya tidak memiliki koneksi politik. Yang berarti bahwa
adanya political connection pada perusahaan manufaktur sektor consumer
goods tidak memperoleh perlakuan khusus seperti pemeriksaan pajak yang
rendah. Political connection pada perusahaan manufaktur sektor consumer
goods sebagian besar digunakan untuk memperluas perusahaan terkait
perizinan, ekspor dan impor, dan bea cukai.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa perusahaan yang
memiliki koneksi politik maupun tidak cenderung tidak akan melakukan
tindakan tax avoidance. Karena pada periode penelitian ini mayoritas ETR
perusahaan yang diperoleh rata-rata berkisar 25%, serta tidak terdapat

kebijakan insentif dalam perusahaan manufaktur consumer goods selama
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periode 2017-2019. Sedangkan pada periode penelitian sebelumnya
terdapat kebijakan insentif dalam perusahaan manufaktur consumer goods,
yakni berdasarkan PP No. 56 Tahun 2015 tentang Penurunan Tarif Pajak
Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk
Perseroan Terbuka. Beberapa ketentuannya ialah: (a) Wajib Pajak badan
dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh
penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif Pajak
Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri; (b) Penurunan tarif Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib
Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka setelah
memenuhi persyaratan: 1. Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan
saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di BEI; 2. Saham harus
dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak; 3. Masing-masing pihak hanya
boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan
saham yang ditempatkan dan disetor penuh''’. Adanya kebijakan atau
fasilitas insentif pajak berupa penurunan tarif pajak penghasilan
memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance
karena walaupun telah diberikan fasilitas insentif pajak, perusahaan tetap
akan meminimalkan beban pajak terutangnya.

Kedekatan yang dimiliki perusahaan dalam bidang politik dalam
perusahaan ini akan memicu perusahaan untuk lebih berhati-hati atau

waspada dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan, agar senantiasa

! Astriditta Rombe, Hartono Rahardjo, and Susanna Hartanto, “Penghindaran Pajak Perusahaan (

Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar,” Jurnal Akuntansi Kontemporer 9, no. 2
(2017): 142-161.
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memperoleh penghargaan dari penguasa (pemerintah) sebagai WP yang
patuh. Perusahaan yang taat (patuh) kerapkali memperoleh berbagai
penghargaan dari pemerintah, sehingga dapat menaikkan citra (reputasi)
perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, perusahaan yang mempunyai relasi
(hubungan) tidak akan menyalahgunakan otoritasnya dalam melaksanakan
pengelakan pajak dan perusahaan tersebut akan selalu mengikuti berbagai
kebijakan aturan, karena perusahaan tidak akan merusak nama baik
(reputasi) nya di mata publik'*. Hal ini menggambarkan bahwa tidak
terdapat perlakuan istimewa dari pemerintah terkait dalam hal pajak
seperti pemeriksaan pajak yang rendah pada perusahaan yang mempunyai
hubungan atau kedekatan dalam bidang politik'®. Sehingga dapat
disimpulkan terdapat perlakuan yang sama, baik pada perusahaan yang
mempunyai ikatan (relasi) politik maupun tidak. Hasil research ini sesuai
dengan compliance theory yakni perusahaan akan senantiasa mengikuti
berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna memperoleh
berbagai penghargaan, sehingga akan menaikkan citra perusahaan di mata

publik, maupun investor.
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Lestari, Gusti Ayu Widya; Putri, “Pengaruh Corporate Goveranance, Koneksi Politik, Dan

Leverage Terhadap Penghindaran Pajak.”
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no. 2 (2017): 375-390.
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B. Pengaruh Sales Growth Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t sebelumnya menunjukkan bahwa nilai
signifikansi sales growth yakni 0,324. Nilai signifikansi yang diperoleh
lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menyatakan bahwa sales growth tidak
berpengaruh signifikan (parsial) terhadap tax avoidance, sehingga
hipotesis kedua yang diajukan ditolak.

Sales growth merupakan indikator dalam menentukan
perkembangan perusahaan dan salah satu pertimbangan investor sebelum
berinvestasi atau menanamkan modalnya, karena investor ingin melihat
apakah penjualan dan demand produk perusahaan terus mengalami
peningkatan. Apabila sales growth mampu menunjukkan tingkat
pertumbuhan yang tinggi pada tiap tahunnya, maka profit yang diperoleh
akan semakin tinggi dengan begitu perusahaan akan mendapat sorotan dari
bebagai pihak eksternal. Oleh karena itu, perusahaan yang bersangkutan
harus memiliki strategi tepat target (sasaran) guna memikat konsumen
(pelanggan), agar dapat memperoleh kepercayaan yang penuh, dan
memimpin pasar. Jika perusahaan memperoleh profit (laba) yang besar,
maka beban pajak yang akan ditanggung nantinya juga akan semakin
besar.

Dalam konteks agency theory, diasumsikan bahwa tiap-tiap pihak
selalu bertindak atas kepentingannya sendiri-sendiri (memaksimalkan
kepentingan masing-masing). Agency theory menerangkan bahwa pihak

manager (agent) sebagai pengelola entitas memiliki prinsip adanya
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keharusan dalam memperoleh profit yang besar dengan pembayaran pajak
yang seminimal mungkin. Agent akan berupaya dalam meminimalkan
pembayaran pajak perusahaan dengan melakukan tax avoidance, karena
agent menginginkan komisi yang diperoleh tetap maksimal. Namun hasil
research ini menemukan fakta bahwa besar kecilnya sales growth tidak
akan mempengaruhi langkah perusahaan dalam menjalankan aksi
pengelakan pajak, karena perusahaan dengan sales growth yang besar
maupun kecil mempunyai kewajiban yang sepadan dalam hal pembayaran
pajak'**. Hasil research ini mendukung research yang dilaksanakan oleh
Swingly dan Sukartha (2015) yang menyampaikan bahwa sales growth
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada industri
manufacture yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013.

Peningkatan  sales growth  dalam  perusahaan  dapat
mendeskripsikan bahwa laba yang diperoleh semakin tinggi, sehingga
perusahaan mampu memberikan kontribusi agar manajemen tidak
melakukan tindakan tax avoidance melalui celah grey area dalam
mendapatkan optimalisasi income after tax seperti grey area mengenai
transaksi yang terkait dengan bonus karyawan yang dihitung dari laba
tahun lalu, agar terhindar dari koreksi fiskal positif. Tak hanya itu saja,
peningkatan sales growth pada suatu perusahaan juga akan menjadi pusat
perhatian dari aparat pajak yang mempunyai asumsi bahwa semakin tinggi

sales growth, maka besarnya jumlah pajak yang harus disetorkan oleh
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perusahaan juga akan semakin tinggi. Hal ini dapat menjadikan manajer
selaku pengelola perusahaan akan semakin berhati-hati (waspada) dalam
mengambil kebijakan atau keputusan. Sehingga hasil research ini sesuai
dengan compliance theory, yakni suatu perusahaan akan selalu mengikuti
berbagai kebijakan aturan, karena perusahaan yang memiliki nilai sales
growth yang tinggi akan diawasi oleh aparatur pajak, perusahaan juga
akan menjaga citra atau nama baiknya di mata publik maupun investor,
sehingga perusahaan akan menyetorkan jumlah pembayaran pajaknya
sesaui dengan ketentuan. Hasil research ini bertentangan dengan research
yang dilaksanakan oleh Juan dan lda Bagus (2019) yang menyampaikan

bahwa sales growth berpengaruh terhadap tax avoidance.
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C. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan sebelumnya menunjukkan
bahwa nilai signifikansi institusional ownership yakni 0,000. Nilai
signifikansi yang diperoleh tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga
hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan
(parsial) variabel kepemilikan institusional terhadap tax avoidance dapat
diterima.

Kepemilikan institusional merupakan shareholding yang di pegang
oleh beragam lembaga (institusi) dalam suatu perusahaan yang
mempunyai kewenangan dalam memonitoring atau memantau perusahaan
dengan presentase kepemilikan lebih dari 5%'". Dalam konteks agency
theory, diasumsikan bahwa tiap-tiap pihak selalu bertindak atas
kepentingannya sendiri-sendiri (memaksimalkan kepentingan masing-
masing). Institutional ownership disini merupakan salah satu mekanisme
tata kelola perusahaan yang berperan penting dalam menyelesaikan
konflik agensi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang
berbeda-beda. Karena institutional ownership dianggap mampu dalam
memaksimalkan pengontrolan dan pengendalian terhadap kinerja
manajemen sebagai pengelola perusahaan dengan meninjau dan

mengamati setiap keputusan yang diambil™®. Hal ini dilakukan untuk

* Ngadiman dan Christiany Puspitasari, “Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan

Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor
Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012,” Jurnal Akuntansi 18, no. 3
(2014): 408-421.

116 Jensen dan Meckling, “The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agensy Cost, and
Ownership Structure.”
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meminimalisir terjadinya tindakan oportunistik yang dilakukan oleh pihak
manajemen yang dapat berdampak pada tindakan tax avoidance.

Hasil penelitian ini  mendeskripsikan bahwa presentase
kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dalam perusahaan
manufaktur sektor consumer goods rata-rata sangat tinggi, sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi tindakan tax avoidance yang dilakukan
oleh perusahaan ini. Dimana hasil regresi variabel kepemilikan
institusional ini bernilai negatif yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan
satu satuan variable kepemilikan institusional pada perusahaan, dengan
asumsi bahwa independent variable lainnya tetap maka akan terjadi
penurunan tax avoidance. Hasil tersebut didukung oleh research yang
dilaksanakan oleh Ngadiman (2014) dan Amila Dyan (2016) yang
menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh
signifikan (negative) terhadap tax avoidance. Semakin tinggi presentase
kepemilikan institusional pada suatu perusahaan maka akan menekan
agency conflict dan akan mendorong peningkatan pengawasan atau
pengendalian yang lebih optimal terhadap kinerja manager yakni dengan
memonitor maupun meninjau setiap keputusan yang akan diambil,
sehingga semakin mengurangi tindakan tax avoidance yang dilakukan*’.
Namun bila semakin rendah presentase kepemilikan institusional pada
suatu perusahaan, maka akan semakin besar peluang tindakan tax

avoidance yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Hal ini

" Maraya and Yendrawati, “Pengaruh Corporate Governance Dan Corporate Social

Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang
Dan CPO.”
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dikarenakan tidak terdapat pengawasan dan pengendalian yang optimal
terkait keputusan yang diambil oleh manajemen®*®,

Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh investor
institusional sangat bergantung pada banyaknya penanaman modal yang
dilakukan. Investor institutional ialah investor yang tidak terafiliasi oleh
perusahaan yang bersangkutan, sehingga investor tersebut akan cenderung
dalam menaati aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta akan
menjauhi atau menyingkir dari aktivitas tax avoidance, investor
institutional yang mempunyai proporsi saham yang tinggi akan
mempunyai hak serta wewenang dalam pengambil keputusan kebijakan
perusahaan, termasuk dalam kebijakan perpajakan**®. Semakin tinggi
institusional ownership maka kendali yang akan diberikan oleh pihak
eksternal juga semakin kuat pada perusahaan, sehingga semakin
mengurangi tindakan menyimpang atau kecurangan dalam financial
statement yang dilakukan pihak manajemen perusahaan. Hasil penelitian
ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dijalankan oleh Putu
Rista dan Ulupui (2016) yang membuktikan bahwa kepemilikan
institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance
pada perusahaan manufaktur secara keseluruhan yang terdaftar di BEI

tahun 2010-2014.
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D. Pengaruh Political Connection, Sales Growth, dan Kepemilikan
Institusional Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji f yang dilakukan sebelumnya adalah
menerima hipotesis ke empat, yakni dengan nilai signifikansi yang
diperoleh sebesar 0,001 < 0,05. Sehingga dapat dismpulkan bahwa
variabel political connection, sales growth, dan kepemilikan institusional
berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tax avoidance. Nilai
koefisien Adj. R-square sebesar 0,160 yang menunjukkan kontribusi
variabel yang mempunyai pengaruh terhadap tax avoidance hanya sebesar
16%. Sedangkan 84% dipengaruhi oleh variable lain atau proksi lain yang
tidak digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dapat dilihat dari
koefisen regresi political connection yakni 0,004, yang berarti setiap ada
penambahan political connection 1 satuan akan meningkatkan tax
avoidance sebesar 0,004. Koefisen regresi sales growth yakni 0,019 maka
setiap ada penambahan sales growth 1 satuan akan meningkatkan tax
avoidance sebesar 0,019. Koefisien kepemilikan institusional yakni -0,053
maka setiap ada penambahan kepemilikan institusional 1 satuan akan
menurunkan tax avoidance sebesar 0,053. Berdasarkan nilai koefisien
dalam penelitian ini yang paling besar berpengaruh terhadap tax avoidance
secara berurutan ialah kepemilikan institusional, sales growth, dan

political connection.
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Terjadinya tindakan tax avoidance pada perusahaan manufaktur
sektor consumer goods diperkirakan dapat dipicu oleh tiga variabel dalam
penelitian ini secara simultan. Hasil tersebut senada dengan hasil research
yang dilakukan oleh Winnie dan Tandean (2016), Shinta Melina &
Sugiyarti (2017) yang mengungkapkan bahwa political connection, sales
growth, dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan secara

simultan terhadap tax avoidance.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil research yang telah dilakukan dan dijelaskan pada

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Melalui uji t (parsial) variable political connection tidak
berpengaruh signifikan terhadap dependet variable tax avoidance
(nilai sig. > 0,05). Political connection tidak berpengaruh pada tax
avoidance yang berarti bahwa perusahaan yang mempunyai relasi
(hubungan) tidak akan menyalahgunakan otoritasnya dalam
melakukan aksi penghindaran pajak dan perusahaan tersebut akan
selalu mengikuti berbagai kebijakan aturan, karena perusahaan
tidak akan merusak nama baik (reputasi) nya di mata publik.
Dimana diketahui ETR yang diperoleh perusahaan sektor ini rata-
rata sangat tinggi, sehingga dapat dinyatakan bahwa perusahaan ini
tidak melakukan tindakan tax avoidance.

2. Berdasarkan uji t (parsial) variable sales growth tidak berpengaruh
signifikan terhadap dependent variable tax avoidance (nilai sig. >
0,05). Tinggi rendahnya nilai sales growth pada suatu perusahaan
tidak akan mempengaruhi langkah perusahaan dalam menjalankan
aksi penghindaran pajak, sebab perusahaan dengan sales growth
yang meningkat maupun menurun mempunyai kewajiban yang

sepadan dalam hal pembayaran pajak. Peningkatan sales growth
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pada suatu suatu perusahaan akan menjadi pusat perhatian dari
aparat pajak yang berasumsi bahwa semakin tinggi sales growth
maka besarnya jumlah pajak yang akan disetorkan oleh perusahaan
juga akan semakin tinggi. Hal ini dapat menjadikan manager
selaku pengelola perusahaan menjadi lebih waspada dalam
mengambil kebijakan atau keputusan terkait dengan perpajakan.
Menurut uji t (parsial) variable kepemilikan institusional
berpengaruh signifikan terhadap dependent variable tax avoidance
(nilai sig.< 0,05). Suatu perusahaan yang mempunyai institutional
ownership tinggi, maka akan mampu mendorong peningkatan
pengawasan atau pengendalian yang optimal terhadap Kkinerja
manger dengan memonitor atau meninjau setiap keputusan yang
akan diambil serta dapat menekan agency conflict antara pihak
stakeholders yang mempunyai perbedaan kepentingan dalam suatu
perusahaan. Semakin tinggi institutional ownership maka kendali
yang diberikan oleh pihak eksternal juga akan semakin kuat
terhadap perusahaan. Sehingga semakin mengurangi tindakan
menyimpang atau kecurangan dalam financial statements termasuk
aksi penghindaran pajak yang akan dilakukan pihak manager
perusahaan.

. Berdasarkan uji f (simultan) variable political connection, sales
growth, dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan

terhadap dependent variable tax avoidance secara simultan. Hal
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tersebut dikarenakan nilai sig. yang diperoleh lebih kecil dari 0,05
(0,000<0,05). Sehingga dapat diputuskan bahwa variable political
connection, sales growth, dan kepemilikan institusional
berpengaruh secara simultan terhadap dependent variable tax

avoidance.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, agar lebih meningkatkan peraturan perpajakan
dengan memperjelas serta memperketat ketentuan pajak terkait
grey area guna meminimalisir celah yang dilaksanakan oleh
industri dalam menekan kewajiban pajak yang berakibat pada tidak
tercapainya target realisasi perolehan pajak.

2. Bagi entitas atau industri, diharapkan agar tidak memakai praktik
tax avoidance dalam penekanan pajaknya, karena praktik tersebut
dapat mengurangi penerimaan negara, serta dapat membuat nama
baik entitas kurang baik di mata publik, yang akan berimbas pada
kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar memakai independent variable yang
lain, seperti diketahui dalam uji koefesien determinasi hanya 16%
pengaruh yang diberikan tiga independent variable pada tax
avoidance dalam research ini. Sedangkan sisanya sebanyak 84%
dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dipaparkan dalam

penelitian, diharapkan peneliti selanjutnya juga memakai proksi
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yang lain seperti BTD, CETR, dan memakai objek penelitian lain
selain industry manufacture sector consumer goods, dengan
memperbanyak jumlah sampel dan periode penelitian agar hasil
yang didapatkan meluas dan bisa berpengaruh signifikan secara

keseluruhan.
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